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PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum
Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan
terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah
nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis
sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang
menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap
menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

J A

= tidak dilambangkan =l
“ = b L = th
S -t £ S dh
< = st d = ‘ (koma menghadap ke atas)
a = € = gh
e =hi} od = f
¢ = kh 3 =
3 = d 4 = k
4\ g
J N p = m
J X% 3 = n
> =5 3 = w
o= gy ° = h
v@ = sh ] =y

Hamzah (#) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka
mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka

dilambangkan dengan tanda koma di atas (> ), berbalik dengan koma ( ¢ ) untuk pengganti

lambang “ &”.
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C. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan
“a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing

ditulis dengan cara berikut:
Vokal (a) panjang = a misalnya Jémenjadi gala
Vokal (i) panjang=T misalnya J®menjadi gila
Vokal (u) panjang= 0 misalnya Os-menjadi ddna
Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap dirulis

dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara

diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" da "ay" seperti berikut
Diftong (aw) =ymisalnya Jsémenjadi gawlun

Diftong (ay) =¢misalnya »»menjadi khayrun
D. Ta’ Marb(thah (3)

Ta’ marbdthahditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengahkalimat, tetapi
apabila Ta’ marbdthahtersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan ‘7%~ misalnya:dw 2l A Mmenjadi al-risalat li al-mudarrisah.Atau apabila
berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya,
misalnya: A daa gémenjadi fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafadh ai-jalalah

Kata sandang berupa “al” (J' ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal
kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang
disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imém al-Bukhariy mengatakan...

2. Al-Bukhariy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan...
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3. Masya’ Alldh kdna wa ma lam yasya lam yakun.
4. Billah ‘azza wa jalla.
F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan

menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang
Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan
menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:
Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis
dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan
penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia
berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis

dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rails”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Achmad Nasrullah Ubaidah NIM 135010112111013/10210088, ANALISIS HUKUM
POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN ITSBAT
NIKAH POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Putusan
Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB) Skripsi, Program Dua Gelar
Kesarjanaan Antara Fakultas Hukum Univ. Brawijaya dengan Fakultas Syariah
Univ. Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing UIN Maliki Malang: Ahmad Izzuddin, M.H.1.

Pembimbing Univ. Brawijaya: Djumikasih, S.H., M.H.

Kata Kunci : Itsbat Nikah, Poligami Pegawai Negeri Sipil

Pengadilan tinggi agama memiliki kewenangan memberi izin kepada seorang
suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Nomor 1 Tahun 1974 Undang-undang
perkawinan. Namun untuk pegawai negeri sipil di atur khusus dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi
pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin
lebih dahulu dari pejabat. Dalam perkara ini yaitu antara Drs. Mahmud, SH dan Ico, Spd.
Sebagai pemohon melawan Faridah sebagai termohon, yang mana permohonannya tidak
dikabulkan oleh Pengadilan Agama Bima, maka para Pemohon mengajukan banding ke
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang teregister dengan Nomor Perkara
0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh
Pengadilan Tingkat Banding. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Barat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan Agama
Bima, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam perbedaan putusan tersebut
menarik untuk dibahas. Dalam penelitian ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Barat akan di tinjau berdasarkan hukum positif dan hukum islam, sehingga
dapat diketahui putusan manakah yang akan lebih banyak memberikan keadilan dan
kemanfaatan.

Berdasarkan problem hukum diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan
sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis
hakim pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan permohonan
itshat poligami  bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register Perkara
0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan
Pengadilan Tinggi Agama dalam mengabulkan permohonan Istbat Nikah Poligami bagi
Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?

Penelitian skripsi ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Dengan
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan case approach (Pendekatan
Kasus), Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh peneliti dan dianalisis
dengan menggunakan teknik deskriptif analistis yaitu metode yang analisis yang
dilakukan dengan melihat dan menelaah tinjauan hukum positif dan hukum Islam
sebagai rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi obyek kajian.

Hasil penelitian dengan metode diatas, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa
putusan Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48
tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim wajib
menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dimasyarakat. Putusan tersebut juga sesuai dengan kaidah figih yang berbunyi 2w Walls )
A badl Qs Je ade Dar’ul mafasid mugoddamun ‘ala jalbil masholih yang artinya
mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangan manfaat.
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ABSTRAK

Achmad Nasrullah Ubaidah Student Number 135010112111013/10210088, AN ANALYSIS
OF PSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW TOWARDS THE DECISION OF
RELIGIOUS HIGH COURT IN GRANTING ISBATH MARRIAGE OF
POLYGAMY FOR CIVIL SERVANTS (A Study of Appeal Decision Number
0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB An Undergraduate Thesis, Double Degree Program of
The Faculty of Law Universitas Brawijaya and The Faculty of Syari’ah of Islamic
State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor from Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang: Ahmad Izzuddin,

M.H.I.

Advisor from Universitas Brawijaya: Djumikasih, S.H., M.H.

Key Words : Itsbat Marriage, Polygamy of Civil Servant

Religious High Court has the authority of giving permission to a husband to have more
than a wife if he desires so which is based on Article 3 paragraph 2 No. 1 year 1974 Marriage
Act. However, civil servants are governed under Government Regulation (PP) No. 45 year
1990 about Marriage License and Divorce for Civil Servants who want to have more than one
wife must obtain the permission from certain officer. This thesis discussed the case between
Drs. Mahmud, SH as the applicant againts and Ico, Spd as the respondent. The application
was not granted by the Religious Court of Bima so he appealed to the Religious High Court
of Nusa Tenggara Barat and was registered with case Case No. 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA.
The appeal was then granted by the court of appeal. In this case, the Religious High Court of
Nusa Tenggara Barat had a different consideration than that of Religious Court of Bima
which was interesting to discuss. This research reviewed the decisoion of Religious High
Court of Nusa Tenggara Barat from the perspective of positive law and Islamic Law in order
to see which verdict gave more justice and expediency.

Based on the above legal problems, the research problems formulated are as follows: 1)
How is the analysis of positive law against the consideration of the board of judges in the
religious high court of Nusa Tenggara Barat in granting isbath polygamy request for a civil
servant (Case Register Number 0093 / Pdt.G / 2014 / PTA.NTB)? 2) How is the analysis of
Islamic law against the decision of the Religious High Court in grantingPolygamy Isbath
petition for a civil servant (A Study of Appeal Decision No. 0093 / Pdt.G / 2014 /
PTA.NTB)?

This thesis research belongs to the normative legal research. The approachs employed
were statute approach and case approach. the legal materials used were primary, secondary
and tertiary materials that were analyzed using descriptive anaysis technique by analyzing the
review of positive law and Islamic Law as the reference to solve the problems discussed.

The findings of the study show that the decision of the Religious High Court is already in
conformity with article 5 (1) of Law No. 48 year 2009 on the judiciary explaining that the
judge shall explore, and understand the legal values and sense of justice existing in the
community. The decision is also in accordance with the rules of figh which reads . Walle )
A badl Qs Je adie Dar’ul mafasid mugoddamun ‘ala jalbil masholih which means to
prevent taking presedence OF mafsadat over providing benefits.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Perkawinan merupakan
perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena
perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan
maupun dalam bentuk perzinaan.? Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu
ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin
mendapatkan keturunan yang sholih. Keturunan inilah yang didambakan oleh
setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi
penerus bagi orang tuanya.’

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di

dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Selain itu juga sebagai hasrat

! Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2007), h.7.
$Ahmad Rafi Baihagi, Membangun Syurga Rumah Tangga, (Surabaya: Gita Media Pres,2006),h.8.



seksualitas yaitu melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan
syetan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur
hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong
dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk
mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumabh,
mendidik anak dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami
dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan
akhirat.*

Ayat-ayat Al-Qur’an yang mengatur perkawinan ada sekitar 85 ayat
diantara 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat dalam Al-
Qur’an, keseluruhan ayat tentang munakahat tersebut disepakati
keberadaannya (tsubut) nya sebagai Firman Allah atau disebut juga dengan
Qath’iy al tsubut°Kemudian diantara puluhan ribu hadits Nabi tentang
munakahat atau perkawinan, ada dua kitab hadits yang populer yang secara
khusus membahas tentang hukum yaitu kitab Muntaga al-Akhbar karya Ibnu
Taimiyah dan kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asgalaniy yang
kesemua haditsnya berjumlah 505 hadits.®

Dalam pernikahan terdapat banyak hal yang menarik untuk dibahas.
Salah satunya dalam fikih munakahah sering dibahas ialah perihal poligami.
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling
sering dibicarakan dan banyak menimbulkan kontroversi. Poligami dapat

dibahas dalam berbagai perspektif, diantaranya dalam perspektif hukum, baik

*Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Figih Wanita, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar,1998), h..378.
>Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006). H.6.
SAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h.13.



hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Indonesia, terutama juga
dapat dilihat dari perspektif subjek hukumnya, yakni pelakunya. Subjek
hukum dalam poligami ialah laki-laki, dimana laki-laki dijamin oleh Islam
maupun Hukum Positif untuk dapat melakukan perbuatan poligami. Dalam
melakukan perbuatan poligami, seorang laki-laki diberikan beberapa syarat
yang harus dipenuhi. Pertama, harus mampu berbuat adil. Kedua, aman dari
lalai beribadah kepada Allah. Ketiga, mampu menjaga para istri-istrinya.
Keempat, mampu memberi nafkah lahir dan batin.

Dalam hukum positif, terutama aturan poligami yang dikhususkan
bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagaimana diketahui dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang
perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan
perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan beristri lebih
lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Akibat hukum yang timbul dari aturan ini ialah bahwa Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perbuatan poligami akan berpikir
ulang dikarenakan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Sehingga timbul di
masyarakat kalangan PNS untuk mengambil jalan aman untuk tetap
melakukan poligami dengan jalan nikah dibawah tangan atau tidak dicatatkan
di Kantor Urusan Agama (KUA). Sehingga apabila hal tersebut dilakukan
dan diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang, maka sanksi pelanggaran
terhadap hal tersebut diatas berlaku jenis hukuman disiplin berat sampai
dengan pemecatan sebagai PNS sebagaimana yang diatur menurut PP Nomor

30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping



itu pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat adalah
untuk kepentingan penyelenggaraan sistem reformasi kepegawaian, sebagai
usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan displin PNS serta
memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.’

Tidak hanya hukum positif, hukum Islam juga mengatur secara detail
untuk seseorang dapat melakukan poligami yang sudah dikompilasikan ke
dalam undang-undang. Poligami diatur oleh Pasal 3 ayat 2 Undang-undang
perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin
kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki
oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Begitu juga dengan adanya peraturan
perundang-undangan yang melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan
untuk menjadi istri kedua. Hal ini tercantum dalam PP Nomor 45 Tahun
1990, yang mana juga mengatur sanksi hukuman bagi yang melanggar, yakni
hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
Masyarakat muslim di Indonesia masih sangat berpegang teguh kepada
perspektif figih tradisional. Menurut pemahaman ini, perkawinan sudah sah
apabila ketentuan-ketentuan dalam kitab-kitab figih tersebut sudah terpenuhi.
Namun apabila tidak ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka
pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, yang nantinya akan
berimbas kepada hak keperdataan anak, yakni hak perwalian, hak waris, dan
lain sebagainya karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah

menurut perundang-undangan yang berlaku.

"Lihat PP Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil



Namun apabila pernikahan di bawah tangan sudah dilakukan maka
pada suatu waktu saat membutuhkan atau dalam keadaan tertentu para pelaku
pernikahan di bawah tangan akan mengajukan permohonan itsbat nikah ke
Pengadilan Agama setempat. Dengan mengajukan permohonan itsbat nikah,
maka Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan
permohonannya dan mencatatkannya, sehingga dapat memiliki akta nikah
sebagai bukti bahwa pernikahannya sudah sah secara agama maupun negara.
Hal ini terjadi pada pemohon yang mengajukan permohonan itsbat nikah di
Pengadilan Agama Bima yang teregister dengan Nomor perkara
0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. dalam putusannya majelis hakim menolak
permohonan tersebut dikarenakan para Pemohon saat akan melangsungkan
pernikahan tidak mengajukan perizinan terlebih dahulu kepada atasannya
maupun pejabat yang berwenang.

Setelah permohonannya tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama
Bima, maka para Pemohon mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Barat yang teregister dengan Nomor Perkara
0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB yang kemudian permohonan tersebut dikabulkan
oleh Pengadilan Tingkat Banding serta membatalkan putusan Pengadilan
Agama Bima. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Barat memiliki pertimbangan yang berbeda dengan Pengadilan
Agama Bima yang hal ini menarik untuk dibahas apa yang menjadi dasar
pertimbangan keduanya sehingga berbeda pendapat dalam putusannya.
Putusan manakah yang mengandung lebih besar keadilan dan kemanfaatan

hukum sehingga putusannya dapat diterima oleh semua pihak yang mana



dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat akan

ditinjau menurut Hukum Islam. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih

jauh dengan judul “Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat

Nikah Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor

0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang ada dapat penulis

rumuskan sebagai berikut :

1.

Bagaimana analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim
pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan
permohonan itsbat poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register
Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?

Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Agama dalam mengabulkan permohonan Istbat Nikah Poligami bagi
Pegawai  Negeri  Sipil  (Studi  Putusan  Banding  Nomor

0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)?

C. Tujuan Penelitian

1.

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:
Mengetahui analisis hukum positif terhadap pertimbangan majelis hakim

pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Dalam Mengabulkan



Permohonan Itsbat Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor Register
Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Barat yang Mengabulkan permohonan istbat

nikah bagi Pegawai Negeri Sipil (Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

D. Manfaat Penelitian
Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Praktis
a. Untuk peneliti, sebagai tugas akhir perkuliahan serta diharapkan
menambah pengetahuan peneliti sehingga dapat diamalkan di tengah-
tengah masyarakat.
b. Sebagai bahan wacana, rujukan, diskusi dan informasi terkait dengan
ilmu hukum bagi mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

2. Manfaat Teoritis
a. Secara teori, penulis berharap pada penelitian kali ini bisa
menambah khazanah keilmuan mengenai proses poligami dan
pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Barat dalam mengabulkan perkara di pengadilan,
khususnya dasar pertimbangan majelis hakim mengabulkan
Permohonan Banding para Pemohondi Pengadilan Tinggi Agama

Nusa Tenggara Barat.



b. Selain itu, manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini salah
satunya adalah agar dapat memberikan sumbangsih yang positif bagi
seluruh civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan
Universitas Brawijaya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas
Syari’ah  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan mahasiswa
fakultas hukum Universitas Brawijaya dalam menambah wawasan
atau khasanah keilmuan di bidang hukum perdata Islam, khususnya

masalah perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil.

E. Definisi Operasional/Konseptual
Untuk lebih mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam
penelitian ini perlu kiranya untuk dijelaskan kata kunci yang berhubungan
dengan penelitian :
1. Poligami
Kata poligami berasal dari bahawa Yunani, menurut etioligi kata
poligami berasal dari kata “poly” atau “polus” yang berarti banyak, dan
kata ‘“‘gumein” atau “gamis” yang berarti kawin/perkawinan. Jika
dirangkaikan maka poligai berarti perkawinan yang lebih dari seorang
isteri dalam waktu yang bersamaan.®
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999 menyatakan “Pegawai Negeri
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi

syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan

®Humaidi Tatapangansa, Hakekat Poligami Dalam Islam, (Surabaya : Usaha Nasional, 199), h..17-
18



diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan™.’
3. Itsbat Nikah
Itsbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa arab, yaitu istbat
dan nikah. Kata itzbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa arab
atsbata-yutsbitu-itsbatan yang mempunyai makna penetapan atau
penentuan.’® Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam
bahasa Indonesia. Achmad warson munawir mengartikan istilah itsbat
dengan penetapan, penutupan, dan pengiyaan.'! Itsbat nikah adalah
pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat
agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang
berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan
Administrasi Pengadilan).
4. Hukum Positif.
Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis
yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus
dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam

negara Indonesia. Hukum dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam

%Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999

Hanafi Rosyadi, Kamus Indonesia-Arab, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995). h.827.

“Achmad warson munawir dan Muhammad Faiurs, Al-Munawir Kamus Arab Indonesia,
(Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h.343.



pengelompokan, yang antara lain dilihat dari segi sumbernya, bentuknya,
isi materinya dan lain sebagainya.'®

Dalam hal ini penulis menggunakan Pasal 49 Undang-undang No.
3 Tahun 2006 dan Pasal 5 ayat (1)UU No 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagai pisau analisis dari hukum positif.

5. Hukum Islam

Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini adalah kaidah
fikih yang digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji apa yang
menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. kaidah-kaidah fikih juga
dipergunakan untuk menyelesaikan masalah atau sebagai acuan untuk
mencari solusi dari suatu masalah dalam kehidupan.

Kaidah fikih ialah suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang
berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak

diketahui hukum-hukum cabang itu.*®

Dalam hal ini peneliti menggunakan kaidah (e a3 2w lalle 5

& badl Qs Darul mafasid mugoddamun ‘ala jalbil masholih yang

artinya mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangan manfaat.
F. Sistematika Penulisan
Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran

pokok pembahasan yang disusun dalam sebuah laporan penelitian secara

2prof. dr. | gde pantja astawa, S.H, M.H, Dinamika Hukum Dan llmu Perundang-Undangan Di
Indonesia. (Bandung. PT alumni2008)

BTika Yulpiani, Kaidah-Kaidah Ushul Figh Dan Kaidah Figh, Makalah, Tarbiyah PAI UIN
Raden Fatah Palembang.
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sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dali lima bab dan masing-

masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

BAB |

BAB Il

BAB Il

BAB IV

: Pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan
yang diteliti, dan rumusan masalah terhadap apa yang akan diteliti,

tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis, maupun praktis.

Mencakup penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa
penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk
penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi

tinjauan umum yang diambil dari berbagai referensi.

: Metode penelitian yang dijadikan sebagai instrumen dalam
penelitian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terarah dan

sistematik.

Paparan data dan analisis datatentang pembahasan yang
menyajikan hasil dari analisis Hukum Positif terkait pertimbangan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat
Mengabulkan Permohonan Itsbat Poligami Bagi Pegawai Negeri
Sipil dan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima (Nomor
Register Perkara 0663/Pdt.G/ 2014/PA.BM serta Bagaimana
analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Poligami Bagi
Pegawai  Negeri Sipil (Studi Putusan Banding Nomor

0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)

11



BABV : Penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan dari hasil

penelitian tentang jawaban dari rumusan masalah, dan saran.

12



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian yang serupa yaitu penelitian terkait poligami yang
dijadikan sebagai acuhan dari penelitia terdahulu. Dari beberapa penelitian
terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasar Ketentuan
Hukum Perkawinan Dan Administrasi Yang Berlaku. (Skripsi Ryan
Priandi Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas
Jember Tahun 2007). Hasilnya ialah mengetahui ketentuan hukum
perkawinan dan administrasi mengenai perkawinan poligami bagi Pegawai
Negeri Sipil. Terdapat persamaan dengan penelitian ini, keduanya
melakukan penelitian mengenai perbuatan poligami Pegawai Negeri Sipil.
Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Ryan Priandi ini membahas
tentang pertimbangan Majelis Hakim.

2. Tinjauan Yuridis Permohonan Izin Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dan  Akibat  Hukumnya  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor

1729/Pdt.G/2013/PA.Wng). (Skripsi Aulia Lizara Fakultas Hukum

13



Universitas Muhammadiyyah Surakarta Tahun 2015). Hasilnya ialah
mengetahui aturan hukum normatif mengenai izin poligami bagi Pegawai
Negeri Sipil dan akibat hukumnya. Terdapat persamaan dengan penelitian
ini, keduanya melakukan penelitian mengenai poligami Pegawai Negeri
Sipil. Perbedaan Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Lizara membahas
poligami ditinjau melalui yuridis. Sedangkan dalam skripsi ini ditinjau
melalui hukum Islam.

Penelitian Eko Wahyu Budiharjo tahun 2013 Universitas Negeri
Semarang, dengan pembahasan praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil di
tinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan
pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.Persamaan dalam penetian yang
dilakukan olen Eko wahyudi adalah sama-sama membahas tentang
Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasilnya dapat
mengetahui proses dan faktor-faktor Poligami yang dilakukan oleh
Pegawai Negeri Sipil. Yang menjadi perbedaan peneitian Eko Wahyudi
dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah pertimbangan
hakim terkait perkawinan poligami oleh Pegawai Negeri Sipil yang di
tinjau dalam sudut pandang Hukum Islam.

Penelitian Tahun 2008 tentang Pandangan Hukum Islam terhadap praktek
Poligami pada masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad
Hasan Bukhori memiliki kesamaan dengan peneliti saat ini, yaitu sama-
sama membahas tentang Pandangan Hukum Islam terkait Poligami. Yang
menjadi perbedaan adalah subjek penelitian dan metode penelitiannya.

Penelitian Bukhori menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan

14



subjek penelitian yaitu masyarakat di Kecamatan Subah Kabupaten
Batam, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti merupakan penelitian

studi putusan dengan Pelaku sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

MASALAH
NO | TAHUN | PENELITI i, [ o PERSAMAAN PERBEDAAN
1 2007 Ryan Priandi | Perkawinan Poligami | Sama-sama Perbedaannya ialah
Bagi Pegawai Negeri | maneliti mengetahui ketentuan
Sipil (PNS) Berdasar mengenai hukum per_kawinan
Ketentuan Hukum dan administrasi
Perkawinan Dan perbuatan mengenai perkawinan
Administrasi Yang poligami Pegawai | poligami bagi Pegawai
Berlaku Negeri Sipil Negeri Sipil
2 2015 Aulia Tinjauan Yuridis | Terdapat Perbedaannya
Lizara Permohonan Izin | persamaan ialah mengetahui
Berpoligami Bagi | dengan penelitian | aturan hukum
Pegawai Negeri ini, keduanya normatif mengenai
Sipil Dan Akibat | melakukan izin poligami bagi
Hukumnya (Studi | penelitian Pegawai Negeri
Kasus Putusan mengenai Sipil dan akibat
Nomor poligami Pegawai | hukumnya.
1729/Pdt.G/2013/ | Negeri Sipil dan
PA.Wng). Sama-sama
meneliti tentang
putusan hakim
3 2013 Eko Wahyu Praktik Poligami Selain mengenai Tentang proses
Budiharjo Pe_g_a\_/vai Negeri Sipil poligami Pegawai pelaksa_naan poligami
Ditinjau dari Negeri Sipil yang dll_akukar) o_Ie_h
Undang-undang pegawai negeri sipil
Nomor 1 sama-sama dan engetahui faktor-
Tahun 1974 dan menetili tentang faktor apa saja yang
Peraturan Pemerintah proses mempengaruhi praktik
Nomor 45 Tahun pelaksanaan poligami pegawai
1990 poligami negeri sipil.
4 2008 Muhammad | Pandangan Hukum Meneliti tentang Mengenai praktek
Khasan Islam Terhadap Poligami yang dilakukan
Bukhori Praktek Poligami Sama-sama Masyarakat
Pada Masyarakat Kecamatan Subah
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Kecamatan Subah memakai analisis | Kabupaten Batang
Kabupaten Batang Hukum Islam Jawa Tengah dan
Jawa Tengah pandangan Hukum
Islam tentang praktek
poligami di tempat
tersebut.

B. Poligami dalam Islam
1. Pengertian Poligami
Poligami berasal dari bahasa Yunani. Kata ini merupakan
penggalan kata poly atau polus yang artinya banyak, dan kata gamein
atau gamos, yang berarti kawin atau perkawinan. Maka ketika kedua
kata ini digabungkan memiliki arti suatu perkawinan yang banyak.
Kalau dipahami dari kata ini dapat diketahui bahwa poligami adalah
perkawinan banyak, dan bisa jadi dalam jumlah yang tidak terbatas.**
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah lkatan
perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan
jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Kata tersebut dapat mencakup
poligini yakni sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria
mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama, maupun
sebaliknya, yakni poliandri, dimana seorang wanita memiliki/mengawini
sekian banyak lelaki.™
Dalam Islam, poligami dikenal dengan istilah 7a adudu
mempunyai arti bertambahnya jumlah istri (7) atau perkawinan yang

lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai

|_abib MZ., Pembelaan Ummat muhammad, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), h. 15
*Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama 2008), h. 1089.
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empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang
poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.*®

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia adalah sistem
perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa
lawan jenisnya diwaktu yang bersamaan.*’

Poligami dalam ilmu figih lebih umum dipahami sebagai
pengumpulan dua sampai empat isteri dalam waktu bersamaan oleh
seorang suami. Dalam dilmu antropologi poligami dibedakan dalam dua
bentuk yaitu poliandri berartikan perkawinan antara seorang perempuan
dengan beberapa orang laki-laki, dan poligami berartikan perkawinan
antara seorang laki-laki dengan beberapa orang permpuan.®

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2011 untuk disebut
Poligami adalah “Sistem perkawinan yang salah satu pihak baik suami
maupun istri memiliki atau mengawini calon pasangan lawan jenisnya
dalam waktu yang sama atau sebelumnya sudah melakukan pernikahan
kemudian melakukan perkawinan kembali”.*

Selanjutnya pendapat Sudarsono mengenai poligami adalah
pernikahan antara seorang laki-laki dengan dua sampai empat orang

perempuan. Sistem perkawinan seperti ini didalam islam memiliki ciri-

ciri sebagai berikut : 1). Yang dapat menikah lebih dari satu hanya pada

®perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat AnNisa’(4): 3,
sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution, Riba & Poligami: Sebuah
Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh,( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 84

YAnton Muiono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994),
h.779.

8Anik Farida, Menimbang Dalil-Dalil Poligami, (Jakarta : Balai Penelitian Dan Pengembangan
gama, 2008), h.1

YQonita, A. Kamus Bahasa Indinesia Untuk Pendidikan Dasar. (Jakarta : PT. Indahjaya
Adipratama, 2011), h. 559
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pihak laki-laki. Oleh sebab itu perlakuan yang menyimpang dari ciri ini
dilarang dalam islam, 2). Jumlah dibatasi, yaitu maksimal empat orang
perempuan sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 3, 3). Setiap poligami
harus memenuhi syarat tertentu yaitu laki- laki dapat berbuat adil kepada
istri-isterinya cinta, giliran menggauli dan nafkah.?

Singkatnya, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu
pihak (suami) mengawini beberapa (lebih dari satu) isteri dalam waktu
yang bersamaan. Laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti
itudikatakan bersifat poligami.?*Dasar hukum mengenai poligami adalah

QS. An-Nisa’ ayat 1-3:

6235 e Gl sy Ol 0 IR (1 255 1481 S
ATy folad (oall T 1485 s 158 s Lagda &35
EAT TSV Elal Ll 05 ) & g8 g
dia G537 108 WA o84 Bl G adal TE 5 Cahl
2ios ey e AT ] il G T A Sl 4 3 T

PPN I - RS A R G R AR B T

Artinya :"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan namaNya kamu saling meminta satu sama
lain, dan hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dan berikanlah
kepada anak-anak yatim harta mereka, jangan kamu
menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu

Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional. (Jakarta : Asdi Mahasatya, 2005), h.60.
21Sjti Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, Jakarta: LKAJ-SP, 1999, h. 2.
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makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya
tindakan-tindakan itu, adalah dosa yang besar. Dan jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap
perempuan yang yatim , maka kawinilah wanitawanita
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian
itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S.
AnNisa’: 1-3).

Sayyid Qutub perpandangan bahwa sering kali yang terjadi
dalamkehidupan masyarakat dan tidak bisa di pungkiri bahwa masa
subur kaum laki-laki berlangsung kurang lebih sampai usia 70 tahun,
sedangkan masa subur seorang perempuan berlangsung hanya sampai
perempuan tersebut berusia kurang lebih 50 tahun. Maka terdapat jarak
20 tahun antara masa subur yang dialami kaum laki-laki dan kaum
perempuan.®?

Opini masyarakat tentang diperbolehkan melakukan poligami yaitu
anggapan bahwa semakin lama perbandingan antara jumlah perempuan
dengan jumlah laki-laki dalam rasio perbandingan berada pada posisi
1:3, maka dalam hal tersebut ulama’ berpendapat bahwa tujuan ideal
Islam dalam perkawinan adalah monogami.Sedangkan tentang konsep
poligami yang sudah di perjelas dalam Al-qur’an menurut sebagian
sebagian mereka hanyalah karena tuntutan zaman ketika zaman nabi
yaitu banyaknya anak yatim dan janda karena suami atau bapaknya telah

meninggal pada masa perang. Dalam kata lain poligami dilakukan hanya

karena keadaan darurat.

22Abu Usman Muhyidin, Abu Hamid, Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam,
(YYogyakarta, sketsa:2006), h.28
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2. Hukum Poligami dalam Islam

Dalam kehidupan bermasyarakat, poligami sering kali disebut
dengan pemborosan harta, pelampiasan nafsu yang berlebihan, dan juga
tuduhan-tuduhan lain yang memposisikan poligami pada persepsi yang
buruk. Akan tetapi poligami merupakan hal yang umum terjadi dan telah
di syari’atkan oleh islam.?®

Islam tidak secar kongkrit membahas hukum poligami ataupun
mensyri’atkan kepada para pengikutnya. Akan tetapi realitanya poligami
sudah umum dilakukan kehidupan masyarakat terdahulu, termasuk juga
terjadi pada lingkungan pemeluk agama samawi lain, dan juga tradisi
arab jahiliyah. Namun belum ada panduan tentang batasan ataupun
aturan hukum yang baik untuk praktik poligami.?*

Kedatangan Islam sangat memberikan sumbangsih terhadap apa
saja yang menjadikan seseorang diperbolehkan untuk melakukan
poligami. Islam memberikan legalitas penuh terhadap praktik poligami
akan tetapi harus bertujuan untuk memberikan batasan-batasan
keberadaan dari poligami tersebut dan juga membimbing kaum laki-laki
untuk berperilaku adil terhadap istri-istri yang sudah dinikahinya. Disisi
lain, Islam datang untuk membawa perbaikan-perbaikan dan syarat-
syarat khusus, memberikan landasan-landasan terarah untuk memandu
dan membatasi semua keburukan dan bahaya dalam masyarakat yang

dikhawatirkan akibat adanya praktik poligami. Hal tersebut diwujudkan

2Eni Setiani, Hitam Pitih Poligami (Menelaah Perkainan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena),
(cisera publishing Jakarta 2007), h. 27
“Ibid, h. 28
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dalam bentuk merincikan perundang-undang untuk melindungi hak-hak
dari kaum perempuan yang senantiasa terlupakan dan tertindas.*

Perlu diketahui bahwa Islam menganjurkan bagi umatnya untuk
melaksanakan perkawinan yang pada asasnya menganut asas monogami.
Dalam situasi dan kondisi tertentu laki-laki muslim diperbolehkan kawin
paling banyak dengan empat orang perempuan dalam satu waktu apabila
ia sanggup memelihara dan berlaku adil terhadap istri-istri mereka dalam
soal nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Apabila
dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka dilarang kawin dengan
perempuan lebih dari satu, sama seperti dilarang kawin dengan
perempuan lebih dari empat. Seperti halnya yang sudah difirmankan
Allah dalam Al-qur’an surat Annisa’ ayat 3 bahwa yang dimaksud adil
disini adalah sekedar yang dapat dilakukan seseorang untuk berlaku adil,
misalnya dalam soal membagi waktu, nafkah, pakaian, dan tempat
tinggal. Adapun yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, seperti
melebihkan cintanya kepada salah seorang istri mereka, maka tidak

termasuk dosa. Rasulullah s.a.w sendiri pernah bersabda:

Artinya:

Ya Allah inilah bagian yang aku punya, tapi janganlahEngkau cela
atas sesuatu yang Engkau miliki tapi aku tidak memilikinya.(H.R. Abu
Daud, Turmudzi, dan Nasa’i).

Dapat disimpulkan bahwa islam tidak melarang ataupun

mewajibkan praktik poligami dilakukan dalam masyarakat, akan tetapi

2Abu Usman Muhyidin, Abu Hamid, Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Ajaran Islam,
(Yogyakarta, sketsa:2006), h.2
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Islam memperbolehkan poligami dilakukan dengan ketentuan dan
syarat-syarat yang berlaku. M Quraish Shihab mengatakan bahwa apa
yang tertulis dalam ayat poligami tidak menganjurkan poligami. Tetapi
ia hanya berbicara tentang memperbolehkan dan itupun merupakan pintu
kecil yang hanya dapat dilalui oleh siapa yang sangat dan amat

membutuhkan dengan syarat-syarat yang tidak ringan.”®

3. Syarat-syarat Poligami dalam Islam
Berdasarkan ketentuan dalam Al-qur’an, poligami terbatasi dengan
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tertentu. Syarat atau ketentuan
yang disebut juga dengan faktor tersebut dibagi menjadi tiga,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Faktor Jumlah
Poligami memang sudah dikenal dan juga berlaku dalam
kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah akan tetapi belum ada
ketentuan tentang batasan jumlah terkait berapa banyak wanita yang
boleh dinikahi.”’Beberapa waktu kemudian Islam hadir dengan
membawa aturan untuk memberi batasan bahwa seorang kaum laki-
laki diperbolehkan untuk melakukan pernikahan poligami dengan

ketentuan maksimal empat kaum perempuan.Ketentuan tersebut

?M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah
Sunnah, Dan Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 165-166
?"Musfir Aj Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, h. 52
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dikemukakan oleh ke-empat madzab dengan berlandasan pada
Qur’an surah Annisa’ ayat tiga.28

Aturan tersebut diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan
oleh salah satu sahabat nabi SAW
“Dari Harits bin Qays al Asadi ra. Dia berkata: “Aku masuk Islam
sedang aku mempunyai istri delapan. Lalu diberitahukan kepada
Nabi SAW, maka Nabi bersabda: Pilihlah empat yang terbaik
diantara mereka. ”(HR. 1bnu Majah).

2. Faktor Nafkah

Nafkah menjadi salah satu faktor pertimbangan seorang laki-
laki melakukan perkawinan.Terlebih lagi pada perkawinan poligami,
dalam perkawinan poligami seorang suami harus mampu mencukupi
atau menafkahi para istri dengan adil.Nafkah disini mencakup
makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan alat-alat rumah

tangga yang umum. Rosulullah bersabda:

aill Gymd§ 408 & 55 fall A8 g Uil e Gl HERL G
Blap 41 408 o Al adlad Aty B ¢ Al (el

Artinya: Wahai para pemudal Siapa di antara kalian yang
mampu memikul beban pernikahan, maka menikahlah! Karena
dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih
menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak mampu menikah maka
hendaklah ia berpuasa karena dengan puasa itu adalah tameng.(HR.
Muslim)

%Muhammad jawad Mughniyah, terjemah Al-Figh ‘dla Al-Madzahib Al-Khomsah, Penerjemah:
Masykur A. B Afif Muhammad, Idrus Al-Kaf Terbitan dar Al-Jawal Bairut, (PT. Lentera Basritama
2005), h. 332-333
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Berdasarkan hadits diatas, nafkah menjadi salah satu tolak
ukur seorang pemuda dianjurkan dan tidak dalam melakukan
perkawinan.Seorang laki-laki yang dirasa kurang siap menanggung
beban nafkah maka seorang laki-laki tersebut tidak dianjurkan
untuk melakukan perkawinan terlebih dahulu sampai seorang laki-
laki tersebut memiliki kesiapan.

Begitu pula dengan laki-laki yang memiliki satu istri akan
tetapi belum mampu member nafkah yang layak maka tidak
diperbolehkan untuk berpoligami. Dengan demikian tidak ada
ikhtikaf diantara fugoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya,
baik pangan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan
yang lain.?

3. Berbuat Adil diantara Istri-istri

Selain factor jumlah dan factor kemampuan dalam menafkahi
lahiriyah.Ada pula factor keadilan diantara para istri yang tidak kalah
penting dari kedua factor yang sudah disebutkan. Keadilan yang
dimaksud tidak jauh beda dengan kebutuhan nafkah yang harus di
penuhi seorang laki-laki yang memiliki istri. Seorang laki-laki yang
memiliki istri lebih dari satu memiliki tuntutan lebih yaitu adil.Selain
harus dapat memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan, papan
atau tempat tinggal dan kebutuhan yang lain, seorang laki-laki yang

memiliki istri lebih dari satu tersebut juga harus memberikan

#Musfir Aj Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, h. 58
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keadilan terkait nafkah tersebut sehingga tidak ada kecemburuan
social atau kesenggangan antara masing-masing istri.

Sementara itu, keadilan yang berhubungan dengan aspek
batiniyah yaitu rasa cinta, kasih, sayang, dan selera (hasrat seksual)
merupakan perkara yang mustahil direalisasikan manusia dengan adil

terhadap masing-masing istri.

s O R R e SRS I TP R Wit s v s s -
L 5 )xie Joall S ) shaati D8 Zila i S5 e Lall G Y gland O | s20aicd (5
1Y L) s S8 Al (3 T Toaliad o 5 a8
Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara
istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu
janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), Sehingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung dan jika kamu mengadakan
perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan, maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Annisa’: 129)
Dengan melihat ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap
orang memiliki kecenderungan untuk lebih menyukai sesuatu dari
pada sesuatu yang lain termasuk juga rasa cinta, kasih, sayang dan
juga hasrat seksual kepada istri-istrinya. Meskipun begitu adanya
akan tetapi sorang suami yang memiliki istri lebih dari satu harus
mengupayakan sekuat mungkin untuk mengusahakan berbuat adil
dalam menggauli istri-istrinya yang diamanatkan Allah SWT.
Abdullah bin Abbas ra®® menafsirkan surat Annisa’ ayat 129

tentang keadilan bahwa adil yang di maksudkan adalah jika seorang

laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu tidak dapat berbuat adil

%9Musfir Aj Jahrani, Poligami Dari Berbagai Persepsi, h. 59
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dalam kebutuhan yang bersangkutan dengan materi maka seseorang
tersebut berdosa di sisi Alla, dan diwajibkan baginya untuk menikahi
satu perempuan saja. Sedangkan jika keadilan yang belum bisa
dilakukan tersebut berhubungan dengan hubungan batiniyah seperti
perasaan-perasaan yang sudah disebutkan sebelumnya maka seorang
laki-laki tersebut tidak berdosa, karena setiap orang memiliki rasa
atau hasrat yang berbeda-beda yang ditujukan kepada orang lain
termasuk istri-istrinya.
C. Pegawai Negeri Sipil
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999 menyatakan “Pegawai Negeri
adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi
syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan
diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara
lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan”.*
Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia W.J.S.Poerwadaminta
(dalam abdullah, 1986 : 13), kata pegawai berarti : “orang yang bekerja
pada pemerintah (Perusahaan dan sebagainya)”. Sedangkan “negeri”
berarti : “negara” atau “pemerintah”.®* Jadi pegawai negeri adalah orang
yang bekerja pada pemerintah atau negara.
Pasal 3 UU No. 43 Tahun 1999 menyebutkan Pegawai Negeri

Sipil berdudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk

%'pasal 1 UU no. 43 Tahun 1999
%2Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet IV, (Jakarta:
Balai Pustaka,1995), h.686.
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memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil
dan menata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan
pembangunan. Sesuai tugasnya memberikan pelayanan kepada
masyarakat harus senantiasa meningkatkan mutu, keterampilan dan harus
mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat menjadi aparatur Negara
yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan tinggi, bermanfaat,
berhasil guna dan berdaya guna. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur
aparatur Negara dan abdi Masyarakat, sebagai pelopor serta pejuang,
mewajibkan Pegawai Negeri Sipil untuk bersikap terpuji didalam segala
tingkah laku, menghindarkan diri dari pelanggaran peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Menyadari akan status dan kedudukan tersebut,
sebagai aparatur Negara, abdi Negara dan abdi Masyarakat, serta sebagai
anggota KORPRI yang harus menjadi pelopor, pejuang dan teladan yang
baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada
peraturan perundang-undangan, maka Pegawai Negeri Sipil harus
ditunjang oleh kehidupan keluarga (rumah tangga).
Jenis-Jenis Pegawai Negeri

Pasal 2 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari :
a. Pegawai Negeri Sipil (PNS),
b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan

c. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
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Pasal 2 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tidak menyebutkan apa
yang dimaksud dengan pengertian masing-masing bagiannya, namun
disini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri bukan anggota Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Berdasarkan penjabaran diatas, Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian
dari Pegawai Negeri yang merupakan aparatur negara. Menurut UU No,
43 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (2) Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi :

a. Pegawai Negeri Sipil Pusat Adalah pegawai negeri sipil yang gajinya
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non departemen, ke
Kota, Kepaniteraan Pengadilan, atau diperkerjakan untuk
menyelenggarakan tugas lainnya.

b. Pegawai Negeri Sipil Daerah Yang dimaksud dengan Pegawai
Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil daerah Provinsi /
Kabupaten / Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada pemerintah,
daerah, atau diperjakan diluar instansi induknya.*®

3.  Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS
karena melanggar peraturan disiplin PNS. Adapun tingkatan dan jenis
hukuman disiplin dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

$Hartini, S, dkk.. Hukum Kepegawaian di Indonesia.(Jakarta : Sinar Grafika,2010), h.36.
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a. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
1) Hukuman disiplin ringan
2) Hukuman disiplin sedang; dan
3) Hukuman disiplin berat.
b. Hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
1) Teguran lisan
2) Teguran tertulis
3) Teguran tidak puas secara tertulis.
c. Hukuman disiplin sedang terdiri dari:
1) Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
2) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
3) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
d. Hukuman disiplin berat, terdiri atas:
1) Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun
2) Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih
rendah
3) Pembebasan dari jabatan
4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil
5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri
Sipil.
Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu
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atau lebih kewajiban Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4
ayat (1), Pasal 14, tidak melaporkan perceraiannya dalam jangka waktu
selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan
tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam
jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung sejak perkawinan
tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil. Kemudian ayat (2) dan (3) menyebutkan Pegawai

Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dijatuhi

hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil dan atasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), dan

pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 12, dijatuhi salah satu hukuman

disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sanksi disiplin yang termuat dalam Pasal 15 dan 16 Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun
1990 ini dijabarkan dalam Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990
sebagai berikut:

a. Pegawai Negeri Sipil dan atau atasan/pejabat, kecuali pegawai
bulanan disamping pensiun, dijatuhi salah satu hukuman disiplin
berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah

satu atau lebih perbuatan sebagai berikut:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis
kepada pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu
tahun setelah perkawinan dilangsungkan.

Melakukan perceraian tanpa memperoleh ijin bagi yang
berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan
bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari
Pejabat.

Beristri lebih dari seorang tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu
dari pejabat.

Melakukan hidup bersama di luar ikatan perkawinan yang sah
dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan
suaminya.

Tidak melaporkan perceraiannya kepada pejabat dalam jangka
waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan
dilangsungkan.

Tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat
kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu
tahun setelah perkawinan dilangsungkan.

Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak
meneruskan permintaan ijin atau pemberitahuan adanya gugatan
perceraian untuk melakukan perceraian, dan atau untuk beristri
lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga
bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan

adanga gugatan perceraian.
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d.

8) Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan
ijin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas
pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak
memberikan keputusan terhadap permintaan ijin untuk beristri
lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga
bulan setelah ia menerima permintaan ijin atau pemberitahuan
adanya gugatan perceraian.

9) Pejabat yang tidak melakukan pemeriksaan dalam hal
mengetahui adanya Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya
yang melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan yang
sah.

Pegawai Negeri ~ Sipil wanita yang  menjadi istri

kedua/ketiga/keempat dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Pegawai Negeri Sipil, kecuali pegawai bulanan disamping pensiun,

dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, apabila menolak melaksanakan

pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani dafta gajinnya

sebagai akibat perceraian.

Apabila pegawai bulanan disamping pensiun melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam angka 1, dan atau menjadi istri

kedua/ketiga/keempat, dan atau menolak melaksanakan pembagian
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gaji sebagaimana dimaksud dalam angka 3, dibebaskan dari

jabatannya.

e. Tata cara penjatuhan hukuman disiplin menurut ketentuan Pasal 15

dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

f.  Sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 bagi :

1)
2)
3)
4)
5)

6)

Pegawai bulanan disamping pensiun;

Pegawai Bank Milik Negara;

Pegawai Badan Usaha Milik Negara;

Pegawai Bank Milik Daerah;

Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas Yyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa berlaku jenis
hukuman disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat
(4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang

Peraturan Displin Pegawai Negeri Sipil.

D. Poligami Pegawai Negeri Sipil

1.

Pengertian Poligami Pegawai Negeri Sipil

Sesuai dengan pengertian poligami di atas bahwa poligami

menurut kamus besar bahasa Indonesia 2011 adalah sistem perkawinan

yang salah satu pihak baik suami maupun istri memiliki atau mengawini

calon pasangan (lawan jenis) dalam waktu yang sama atau sebelumnya
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sudah melakukan pernikahan kemudian melakukan perkawinan
kembali.>*

Sedangkan pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-
undang tahun 2014 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.*

Dengan demikian Poligami Pegawai Negeri Sipil dapat di
definisikan sebagai perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan
yang lebih dari satu dan salah satu dari suami atau istri sudah diangkat
sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam perkawinan
poligami Pegawai Negeri Sipil tersebut Undang-undang memiliki aturan
tersendiri dikarenakan seseorang yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri
Sipil memiliki aturan kerja yang terikat oleh Negara. Oleh karena itu
seorang yang sudah diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) baik laki-laki maupun perempuan jika ingin melakukan poligami
harus memenuhi beberapa ketentuan sesuai aturan dalam Undang-
undang.

Syarat-Syarat Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

Jika didalam Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa

pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami, tetapi apabila

seseorang suami yang beragama Islam menginginkan poligami harus

%Qonita, A. Kamus Bahasa Indinesia Untuk Pendidikan Dasar. (Jakarta : PT. Indahjaya

Adipratama, 2011), h. 559
%pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan didalamnya. karena
hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami
dapat beristri lebih dari seorang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka
perkawinan poligami bagi laki-laki beragama Islam menurut undang-
undang perkawinan diperbolehkan. Islam juga memperbolehkan
perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang ketat.*

Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat
ketentuan yang mengatur tentang Poligami, tidak hanya peraturan atau
syarat itu saja untuk melangsungkan poligami Pegawai Negeri Sipil,
tetapi terdapat penambahan peraturan lagi yang harus dipenuhi jika ingin
melakukan poligami Pegawai Negeri Sipil yaitu Peraturan Pemerintah
(PP) No. 45 Tahun 1990. Didalam PP tersebut terdapat ketentuan atau
syarat yang mengatur tentang poligami di Pasal 4 dan 10. Syarat-syarat
dan ketentuan tentang poligami diatur di Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974,
sebagai berikut :

a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang,
sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 1
Tahun 1974, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan
di daerah tempat tinggalnya.

b. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin
kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,

%Mulia, S. M. Islam Menggugat Poligami.(Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 45
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2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan,
3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.

Ketentuan yang ada diatas bersifat fakultatif dan bukan bersifat
imperatif-kumulatif, artinya salah satu saja dari tiga hal yang dijadikan
alasan permohonan poligami kepengadilan dan pemohon dapat
mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup,
maka permohonannya untuk beristri lebih dari satu dapat dikabulkan oleh
pengadilan.®’

Kemudian di dalam Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan
syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan ke
Pengadilan, yaitu :

a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus memenuhi
syarat-syarat berikut:

1) Adanya persetujuan dari istri / istri-istri,

2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-
keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka,

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka.

b. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak
diperlukan bagi seorang suami apabila istri / istri-istrinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak

$"Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990
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dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri selama
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya
yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan”.

Kemudian persyaratan poligami yang ada didalam Pasal 4 PP

No.45 Tahun 1990, sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang,
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,

b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat,

c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan
secara tertulis,

d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat(3),
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan
izin untuk beristri lebih dari seorang.*®

Dalam Pasal 10 PP No. 45 Tahun 1990 menjelaskan syarat
alternatif dan kulumatif :

a. lzin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh
Pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat
alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

b. Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,

%peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pasal 4
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2)

3)

Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan, atau

Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah

1)

2)

3)

Ada persetujuan tertulis dari isteri,

Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai
penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang
isteri dan anak anaknya yang dibuktikan dengan surat
keterangan pajak penghasilan; dan, 43

Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri

dan anak-anaknya.

Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pegawai

Negeri Sipil apabila:

1)

2)

3)

4)

Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan,

Tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3),

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat;

dan/atau,
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5) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.*
3. lzin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil
Izin Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari
seorang, maka ia wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.

Sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990

perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 vyang

didalamnya terdapat ketentuan mengenai izin beristri lebih dari seorang,
yaitu :

a. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat,

b. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat,

c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara
tertulis.

d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3),
harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan
izin untuk beristri lebih dari seorang.*

4. Prosedur Poligami Pegawai Negeri Sipil
Prosedur poligami di Pengadilan Agama, sebagai berikut:
a. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku 1 lembar dan diberi

materai 6000 kemudian dilegis di Kantor Pos.

%peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, Pasal 10
“Operaturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
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Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon/ Duplikat dengan istri
pertama, apabila ingin menikah dengan calon istri kedua, yang diberi
materai 6000 dan dilegis di Kantor Pos.

Surat Pernyataan dari istri pertama bersedia untuk dimadu, yang
diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh istri pertama.

Surat Pernyataan Sanggup berlaku Adil dari Pemohon (suami) yang
diberi materai 6000 dan ditandatangani oleh Pemohon (suami).

Surat Keterangan Penghasilan Pemohon yang dibuat oleh
Lurah/Kepala Desa tempat tinggal Pemohon.

Surat permohonan izin poligami sebanyak 6 rangkap yang memuat
alasan-alasan ingin poligami.

Alasan yang dibernarkan untuk Poligami berdasarkan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yaitu :

1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) untuk mengajukan permohonan izin poligami
ke Pengadilan Agama harus dipenuhi syarat-syaratnya sebagai
berikut:

1) Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
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5.

3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-

isteri dan anak-anak mereka

Bagi Pemohon yang mengggunakan kuasa hukum seperti Pengacara/
Advokat, harus melampirkan Surat Kuasa Khusus dan Fotocopy
Kartu Advokat yang masih berlaku 1 lembar.

Membayar panjar biaya perkara melalui BRI yang jumlahnya sesuai
dengan taksiran meja 1 yang tersebut dalam SKUM (Surat Kuasa

Untuk Membayar).

Perundang-Undangan Tentang Pegawai Negeri Sipil Wanita Sebagai

Isteri Kedua

Dalam perundang-undangan, Pegawai negeri Sipil Wanita tidak

diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri

Sipil Pasal 4 ayat (2) PP No.45 Tahun 1990 sebagai berikut :

1)

2)

3)

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang,
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.

Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri
kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi istri
kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib
memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

Pasal 11
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1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi istri
kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(3) hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila:

a. Ada persetujuan tertulis dari istri bakal suami.

b. Bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk
membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang
dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.

c. Ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku
adil terhadap istri dan anak-anaknya.

Pasal 15
(2) Pegawai Negeri Sipil wanita yang melanggar ketentuan pasal 4
ayat (2) yaitu menjadi istri kedua/ketiga/keempat dijatuhi
hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai

Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian juga diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi
Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990
tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun
1983 Tentang lzin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri

Sipil.
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E. Itsbat Nikah
1. Pengertian Itbat Nikah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan
dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran
(keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.*!

Kata kedua yaitu nikah, menurut bahasa nikah adalah: a/ jam u
dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan
dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan
(wath"'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Selain dari definisi
diatas dikemukakan juga bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab
“nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi il
madhi) “rakaha” sinonimnya “fazawwaja” kemudian diterjemahkan
kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.*’ Dari pengertian diatas
dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah adalah pengesahan perkawinan
yang sudah dilangsungkan secara Islam, akan tetapi belum dicatatkan di
Kantor Urusan Agama sehingga perniikahan tersebut tidak memiliki
kekuatan hukum.

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah
a. Kompilasi Hukum Islam
Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau misagan ghalidzan

untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

“Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 564.
*3ohari Sahrani Tihami, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers,
2009), h. 8.

43



Pasal 4 : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 : Ayat (1) agar terjalin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2)
pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan Oleh Pegawai Pencatat
Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22
Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Pasal 7: Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan
dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah; Ayat
(2) Dalam hal pekawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah,
dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; Ayat (3) Itsbat
nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
hal-hal yang berhubungan dengan:

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

2) Hilangnya akta nikah;

3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan;

4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai
halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974.
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b.

Peratuaran pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2:

Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan  perkawinannya  menurut ~ Agama  Islam,
dilakukanoleh pegawi Pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud
dalamUndang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan
Nikah,talak, dan rujuk;

Ayat (2) pencatatan dari mereka yang melangsungkan
perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain
agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan
padakantor catatan sipil sebagaimana di maksudkan dalam
berbagaiperundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;
Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang
khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan
berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara
pencatatan  perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan

dalampasal 3 samapai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Prosedur Itsbat Nikah

Adapun prosedur dalam permohonan pengesahan nikah/ itsbat

nikah sama halnya dengan prosedur-prosedur pengajuan perkara perdata

lain; yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Peradilan Agama di

Indonesia tata cara berperkara di Pengadilan Agama yaitu sebagai

berikut:
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a. Penggugat atau kuasanya datang ke bagian pendaftaran perkara
Pengadilan Agama, untuk menyatakan bahwa ia ingin mengajukan
gugatan. Gugatan dapat diajukan palam bentuk surat (tertulis) atau
secara lisan, atau dengan kuasa yang ditunjukkan kepada ketua
Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri yaitu
KTP.

b. Penggugat wajib membayar uang muka (voorschot) biaya atau
ongkos perkara (pasal 121 ayat (4) HIR)

c. Panitera pendaftara perkara menyampaikan gugatan kepada bagian
perkara, sehingga gugatan secara resmi dapat diterima dan
didaftarkan dalam buku Register Perkara.

d. Setelah didaftar, gugatan diteruskan kepada Ketua Pengadilan
Agama dan diberi catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan
ditentukan hari sidangnya.

e. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan
mengadili dan menentukan hari sidang.

f. Hakim ketua anggota atau anggota majelis hakim (yang akan
memeriksa perkara) memeriksa kelengkapannya surat gugatan.

g. Penitera memanggil penggugat dan tergugat dengan membawa surat
pengadilan secara patut, dan

h. Semua proses pemeriksaan perkara dicatat dalam berita acara satu

persidangan.*®

*Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Di Indonesia, (Malang: UIN Pres, 2009). h. 217.
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F. Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum yang dianut dewasa ini, seperti yang
dikemukakan antara lain oleh J.J.H. Brugink meliputi metode interpretasi
(interpretation methoden) dan metode konstruksi hukum atau penalaran
(redeneerweijzen). Kemudian metode konstruksi hukum ini terdiri atas nalar
analogi dan gandengannya (spiegelbeeld) a-contrario, dan ditambah bentuk
ketiga oleh Paul Scholten penghalusan hukum ( rechtsverfijning ) yang
dalam bahasa Indonesia oleh Sudikno Mertokusumo disebut penyempitan
hukum. Menurut Ahmad Ali, ada dua teori penemuan hukum yang dapat
dilakukan oleh hakim dalam praktik peradilan, yaitu melalui metode
interpretasi atau penafsiran dan melalui metode konstruksi.**

Untuk memperjelas metode interpretasi hukum dan metode kontruksi
sebagai teori penemuan hukum oleh hakim, maka akan diuraikan sebagai
berikut :

1. Metode Interpretasi Hukum
Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap
istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak
jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap
istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap
istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud
sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan

penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-

*Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.59.
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kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yag
mengelilinginya.*®

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran
merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan
penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup
kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa
hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus
menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat
mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan
akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan
fungsi agar hukum itu berlaku.*

Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam
usaha memberikan penjelasan atau pengertian atau suatu kata atau istilah
yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya,
atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna
ganda, norma yang kabur (voge normen), antinomi hukum (konflik
norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-
undangan. Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu
hal yang menjadi maksud para pembuatnya.*’

Untuk mengetahui satu persatu dari metode penemuan hukum
melalui metode interpretasi hukum, dapat dijelaskan sebgai berikut :

a. Interpretasi Gramatika

**Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.61.

“*Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.61

“"Philipus M. Hadson dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 2005), h. 26-27.
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Merumuskan suatu aturan atau perundang-undangan atau
suatu perjanjian seharusnya menggunakan bahasa yang dipahami
oleh masyarakat yang menjadi tujuan pengaturan hukum tersebut.
Karena penafsiran undang-undang pada dasarnya merupakan
penjelasan dari segi bahasa yang digunakan, maka jelas bahwa
pembuatan suatu aturan hukum harus terikat pada bahasa.*®

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam
undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum bahasa.
Interpretsi gramatikal ini merupakan upaya yang tepay untuk
mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan. Metode
interpretasi ini disebut juga metode interpretasi objektif. Biasanya
interpretasi gramatikal ini dilakukan ilenh hakim bersamaan dengan
intrepretasi logis, yaitu memaknai berbagai aturan hukum yang ada
melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur
atau kurang jelas.*

b. Interpretasi Historis

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai
latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar
belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan,
hakim dapat mengetahui maksud pembuatnya, oleh karena itu hakim
harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal

tertentu itu dirumuskan. Pikiran yang mendasari metode interpretasi

“8Ahmad Rifai,Penemuan Hukum Oleh Hakim,h.62.
“9Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim,h.62.
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historis ini adalah ingin menyibak kehendak pembentuk undang-
undang yang tercantum dalam teks undang-undang.>®
Interpretasi Sistematis

Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan
undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan system perundang-
undangan, artinya tidak satu dari peraturan perundang-undangan
tersebut, dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus
selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lain.
Menafsirkan undang-undang tidak boleh menyimpang atau keluar
dari system perundang-undangan atau system hukum suatu Negara.
Jadi, peraturan perundang-undangan keseluruhannya didalam suatu
negara dianggap sebagi suatu system yang utuh.>*
Interpretasi Teleologis/Sosiologis

Metode interpretasi ini digunakan apabila pemaknaan suatu
aturan hukum ditafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan
hukum tersebut dan apa yang ingin dicapai dalam masyarakat. Itu
sebabnya maka interpretasi teleologis juga sering disebut sebgai
interpretasi sosiologis.>? Dalam interpretasi teleologis/sosiologis ini,
suatu peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan situasi
social yang baru. Jika, interpretasi teleologis/sosiologis adalah suatu
interpretasi untuk suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum

tersebut dapat diterapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan

Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim,h.65.; Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi
Penelitin Hukum Normatif, h. 224.

> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.67.

52Jonny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitin Hukum Normatif, h. 222.
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masyarakat. Interpretasi teleologis/sosiologis menjadi sangat penting
apabila hakim menjalankan suatu undang-undang itu ditetapkan
berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu
dijalankan.>®
e. Interpretasi Komparatif
Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan
jalan memperbandingkan anrata berbagai sistem hukum. Dengan
memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini
digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang
menggunakan dasar hukum positif yang lahir dari perjanjian
internasional. Hal ini penting karena dengan pelaksanaan yang
seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian
internasional sebagai hukum objektif atau sebagi kaidah hukum
umum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian
internasional kegunaan metode ini terbatas.>*
2. Metode Kontruksi Hukum
Metode konstruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim
dalam peristiwa konkrit yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan
serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan. Meskipun
nilai dari rasa keadilan dan kemanfaatan itu ukurannya sangat relatif.
Nilai adil itu menghendaki terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang

sama diperlakukan sama, sedangkan nilai kemanfaatan itu ukurannya

*Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.68.
>Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab Bab Tentang Penemuan Hukum, h. 19.
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terletak pada kegunaan hukum baik bagi diri pencari keadilan, pera
penegak hukum, pera pembuat undang-undang, penyelenggara
pemerintahan, dan masyarakat luas.>®
Adapun penemuan hukum melalui metode konstruksi hukum
yang dikenal selama ini ada empat, yaitu sebagai berikut :
a. Metode Argmentum Per Analogium
Analogi merupakan metode penemuan hukum di mana hakim
mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau
perubahan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang
maupun yang belum ada peraturannya.®® Menurut Sudikno pada
analogi, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip
yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
b. Metode Argumentum a Contrario
Metode ini memberikan kesepakatan pada hakim untuk
melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila
undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu,
berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu bagi
peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Kerena ada kalanya suatu
peristiwa tidak secara khusus diatur oleh undang-undang. Jadi,
esensi metode ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang
berlawanan pengertiannya antara peristiwa konkret yang dihadapi
dengan peristiwva yang diatur dalam undang-undang. Metode

argumentum a contrario menitikberatkan pada ketidaksamaan

®Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.75.
% Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.76-75.
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peristiwanya. Disini diperlakukan segi negatif daripada suatu
undang-undang.®’
c. Metode Penyempitan/Pengkonkretan Hukum

Metode pengkonkretan hukum (rechverjnings) bertujuan
untuk mengkonkretkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang
terlalu abstrak, pasif serta sangat umum, agar dapat diterapkan
terhadap suatu peristiwa tertentu.>®

Dalam metode ini dibentuklah pengecualian-pengecualian
atau penyempingan-penyimpangan baru dari peraturan yang bersifat
umum. Peraturan yang bersifat umum ini diterapkan terhadap
peristiwa atau hubungan yang khusus dengan penjelasan atau
kontruksi dengan memberi ciri-ciri.>®

d. Fiksi Hukum

Menurrut Paton, metode penemuan hukum melalui fiksi
hukum ini bersumber pada fase perkembangan hukum dalam periode
menengah, yaitu setelah berakhirnya periode hukum primitive.
Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan
pada asas bahwa setiap orang dianggap mengetahui undang-
undang.®°

Esensi dari fiksi hukum merupakan metode penemuan

hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru, sehingga tampil suatu

personifikasi baru dihadapan kita. Fungsi dari fiksi hukum

 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.81,
%8 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.83.
*Sudikno Mertoksumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, h. 71.
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.85.
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disamping untuk memenuhi hasrat menciptakan stabilitas hukum,
juga utamanya untuk mengisi kekosongan undang-undang. Dengan
kata lain fiksi hukum bermaksud untuk mengatasi konflik antara

tuntutan-tuntutan baru dengan sistem hukum yang ada.®*

2 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, h.85,

54



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis
normatif. Menurut Sumitro, yuridis normatif merupakan sebuah penelitian
berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari
asas-asas atau dasar falsafah dari perundang-undangan tersebut. Atau
penelitian yanng berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu
kasus tertentu.®® Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai
sebuah bangunan sistem norma. Mengenai asas-asas, norma, kaidah dari
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta
doktrin.®® Penelitian melalui metode normatif dalam tulisan ini membahas
tentang analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap pemberian izin
istbat nikah bagi pegawai negeri sipil untuk menjadi istri kedua (studi putusan

banding nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)”

%2Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h.86
Mukti Fajar dkk, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010). h. 34.
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B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan (statute approach) yang mengarah pada putusan
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang membatalkan putusan
Pengadilan Agama Bima dan mengabulkan permohonan itsbat poligami
pegawai negeri sipil serta mengabulkan status PNS sebagai istri kedua yakni
yang mengarah pada putusan nomor perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB.
Selain pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan yang
juga digunakan pada penelitian ini adalah case approach (Pendekatan Kasus),
yakni pendekatan penelitian yang menelaah kasus-kasus yang telah menjadi
putusan pengadilan, dalam tulisan ini ialah putusan Pengadilan Tinggi Agama
Nusa Tenggara Barat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (incraht).®*

Dengan kedua pendekatan ini, peneliti menganalisis menggunakan
hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama
dalam mengabulkan permohonan istbat nikah poligami bagi Pegawai Negeri

Sipil (Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

C. Jenis Bahan Hukum

Macam bahan hukum menurut kekuatannya dibagi menjadi:®
1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai
kekuatan mengikat dimasyarakat. Tercakup didalamnya adalah

bersumber dari ;

% peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011),
him. 93.

%5Sri Mamuiji et al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas

Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 30-32.
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a. UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1)

b. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama.

c. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

d. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

e. PP No 10 Tahun 1983 jo PP No 45 Tahun 1990.

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berisi penjelasan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Termasuk
didalamnya adalah buku, jurnal hukum, makalah, dan bahan dari sumber
internet yang berhubungan dengan putusan yang menjadi objek
penelitian.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memperjelas dan petunjuk
atas bahan hukum primer dan sekunder. Termasuk didalamnya adalah
kamus hukum, buku tahunan, ensiklopedi, majalah, surat kabar dan lain-

lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Memperoleh Bahan Hukum
Bahan hukum primer dan sekunder penelitian ini diperoleh dari
penelusuran kepustakaan dari berbagai buku, literatur, makalah serta jurnal
hukum yang menunjang penelitian, pusat dokumentasi ilmu hukum (PDIH)
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, perpustakaan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perpustakaan

umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang
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berkaitan dengan objek penelitian dan bahan hukum tersier diperoleh melalui
kamus baik cetak maupun online yang didapat dari perpustakaan maupun

internet.

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum vyang telah diperoleh berupa studi kepustakaan,
peraturan perundang-undangan dan artikel yang digunakan diuraikan
sedemikian rupa, dianalisis sesuai rumusan masalah yang diangkat untuk
dapat merumuskan teorinya dan dipaparkan secara komprehensif.®® Metode
analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif analistis, yaitu
menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta hukum berupa bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Hasil pengolahan sumber bahan hukum yang
telah dianalisis kemudian dijabarkan secara sistematis.

Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah analisis hukum
positif dan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam
mengabulkan permohonan istbat nikah poligami bagi Pegawai Negeri Sipil

(Studi Putusan Banding Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB).

%6Bahder Jodan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 88.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Putusan Majelis Hakim 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB

Dalam salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Barat dengan Nomor Register Perkara 0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB dijelaskan
bahwa dijelaskan terdapat dua (2) Pemohon dan satu (1) Termohon. Antara
lain :
Drs. Mahmudi, SH bin H.M. Sa’id, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan
S1 pekerjaan PNS (Pegawai PAI TK/SD), tempat tinggal di RT. 005, RT.
002, kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut
semula sebagai Pemohon I sekarang “Pembanding I”: Ico, S.Pd binti
Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS
(Guru SMP 3 Woha), tempat tinggal di Lingkungan Sadia 1, RT. 001, RW.
001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, disebut semula
sebagai Pemohon II sekarang “Pembanding I1”

Lawan

Faridah binti Alwi, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA,

Pekerjaan URT, Tempat tinggal di RT. 005, RW. 002, Kelurahan Rabangodu
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Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut semula sebagai Termohon
sekarang “ Terbanding”.

Pembanding | dan Pembanding Il sebelumnya pernah mengajukan
istbat poligami di Pengadilan Agama Bima dengan Nomor register perkara
0663/Pdt.G/2014/PA.Bm dan diputuskan pada tanggal 16 Juli 2014 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, yang amarnya ialah
menolak permohonan istbat nikah para pemohon. Kemudian pada hari kamis
tanggal 24 Juli 2014 pihak pemohon I/Pembanding | dan Pemohon
II/Pembanding Il telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Agama tersebut.

Dalam perkara ini, pemohon | dan pemohon Il yang mana
keduanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelumnya pernah
melaksanakan pernikahan secara siri atau dibawah tangan dan bermaksud
untuk mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Bima
dengan permohonan supaya Pengadilan Agama Bima mengabulkan
permohonannya agar pernikahan yang dilakukan dengan istri kedua tersebut
disahkan secara normatif. Namun Pengadilan Agama Bima menolak
permohonan pemohon | dan pemohon Il sehingga pemohon | dan pemohon Il
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat

(NTB).
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B. Analisis Hukum Positif Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat Mengabulkan
Permohonan Itsbat Poligami (Nomor Register Perkara
0093/Pdt.G/2014/PTA.NTB)

Penyelesaian perkara itsbat nikah merupakan salah satu
kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama. Dasar hukum dari
kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani masalah itsbat nikah diatur
dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama
dan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 22 Undang-undang Peradilan Agama.
Adapun mengenai materi itsbat nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam
yaitu Pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “Dalam hal perkawinan tidak dapat
dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan
Agama. Dalam skripsi ini, para Pemohon mengajukan permohonannya ke
Pengadilan Agama Bima. Dalam amar putusannya menyatakan bahwa
Pengadilan Agama Bima menolak gugatan tersebut karena beberapa syarat,
sehingga kemudian para Pemohon mengajukan permohonannya ke
Pengadilan Tingkat Banding, yakni di Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Barat.

Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara permohonan
istbat nikah mengacu pada rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Perkara ini pihak pemohon | istbat nikah merupakan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang tidak lain adalah pelaku poligami tanpa seizin
atasannya, sekaligus Pemohon Il merupakan PNS yang melanggar Peraturan

Pemerintah yang melarang PNS untuk menjadi istri kedua. Dalam perkara
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yang cukup rumit ini majelis hakim memiliki beberapa pertimbangan.
Sehingga dalam memutus perkara ini majelis hakim menggunakan
pertimbangan serta acuan lain yang digunakan untuk menyelesaikan perkara
tersebut. Peraturan pertama yang digunakan ialah yang mengatur tentang
poligami Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983
tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang akan
beristri lebih dari satu orang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari
pejabat. Dalam perkara ini dijelaskan bahwa Pemohon I/Pembanding I
sebelumnya belum pernah/ tidak pernah mengajukan permohonan izin kepada
atasannya atau pejabat yang berwenang. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4
ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang menyatakan bahwa
apabila seorang Pegawai Negeri Sipil Pria akan beristri lebih dari satu orang,
maka terlebih dahulu wajib memperoleh izin dari pejabat (pimpinan/atasan
dari Pegawai Negeri Sipil tersebut) yang berwenang. Hal inilah yang menjadi
dasar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota Bima menolak
permohonan pemohon dikarenakan pemohon tidak melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Aturan yang kedua yakni Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.
10 Tahun 1983 yang menetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita yang
akan menjadi istri kedua/ketiga’keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil,
wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Peraturan tersebut
disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, demi

menegakkan disiplin dan citra Pegawai Negeri Sipil. Sehingga menurut
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ketentuan yang terdapat pada Peraturan Pemerintah tersebut PNS wanita tidak

diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Bagi PNS yang

melanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Pasal

16 PP No. 45 Tahun 1990 yang mengatur mengenai ancaman hukuman yang

kemudian diubah dengan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun

2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis hukuman disiplin

menurut PP tersebut antara lain :

1. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk selama 3
(tiga) tahun;

2. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;

3. Pembebasan dari jabatan;

4. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS;

5. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dengan peraturan yang sedemikian, akibat hukum yang timbul dari
aturan ini ialah bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan
perbuatan poligami akan berfikir ulang dikarenakan persyaratan ketat yang
harus dipenuhi. Sehingga timbul di masyarakat kalangan PNS untuk
mengambil jalan aman untuk tetap melakukan poligami dengan jalan nikah
dibawah tangan atau tidak dicatatkan di kantor urusan agama (KUA),
sehingga apabila hal tersebut dilakukan dan diketahui oleh pihak-pihak yang
berwenang, maka sanksi pelanggaran terhadap hal tersebut diatas berlaku
jenis hukuman disiplin berat sampai dengan pemecatan sebagai pegawai

negeri sipil (PNS) sebagaimana yang diatur menurut PP Nomor 30 Tahun
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1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Disamping itu
pengkhususan aturan perundang-undangan kepada PNS dan pejabat adalah
untuk kepentingan penyelenggaraan sistem reformasi kepegawaian, sebagai
usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan displin PNS serta
memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.®’

Hal ini menunjukkan perhatian serius yang dilakukan pemerintah
terhadap PNS untuk menunjang kinerja dan dispilin yakni sebisa mungkin
tidak ada kehadiran wanita lain dalam kehidupan rumah tangga khususnya
rumah tangga PNS. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka seberapa banyak
PNS yang melakukan pelanggaran hukum dan poligami, sehingga kebutuhan
hidup PNS semakin banyak dikarenakan tanggungjawab terhadap keluarga
bertambah besar dikarenakan penambahan jumlah istri. Jika kebutuhan
semakin banyak disertai konflik yang ada maka dapat dipastikan kinerjanya
sebagai PNS akan menurun yang nantinya akan berakibat pada perbuatan-
perbuatan yang dapat melanggar hukum misalnya korupsi dan lain
sebagainya.

Selain itu, konsekuensi bagi PNS pelaku poligami tanpa seizin
atasannya dan sanksi yang diberikan oleh peraturan-perundang-undangan
bagi PNS yang menjadi istri kedua, ketiga, dan seterusnya menunjukkan
kepastian hukum yang diberikan kepada PNS yang melanggar aturan tersebut.
Pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama

Kota Bima menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon Il karena

%’Lihat PP Nomor 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil atau PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas PP Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
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keduanya merupakan PNS dan dalam pernikahan yang dilakukannya belum
memiliki izin dari atasannya atau pejabat yang berwenang, baik perizinan
yang tertulis maupun tidak tertulis, keeduanya kedua hal tersebut belum
dilakukan oleh Pemohon | dan Pemohon Il. Bagi Pemohon | seharusnya
mengajukan perizinan kepada atasannya atau pejabat yang berwenang perihal
poligami, sedangkan bagi Pemohon Il seharusnya mengajukan perihal
perizinan untuk menjadi istri kedua. Hal ini menjadi bahan pertimbangan bagi
majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Perizinan poligami bagi

PNS Dijelaskan ketentuan dalam angka IV Surat Edaran BAKN No.

08/SE/1983 menyebutkan:

1. Pegawai Negeri Sipil Pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib
memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari pejabat.

2. lzin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat
apabila memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif dan ketiga
syarat kumulatif.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan syarat alternatif ialah
pertama, apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
dalam artian bahwa istri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah
sedemikian rupa yang sukar disembuhkan, sehingga ia tidak dapat memenubhi
kewajibannya sebagai istri, baik kewajiban secara biologis maupun
kewajibannya lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterang dokter
pemerintah. Kedua, apabila istri mendapat cacat badan atau penyakit lainnya
yang tidak dapat disembuhkan dalam artian istri menderita penyakit badan

yang menyeluruh yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
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pemerintah. Ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter pemerintah.

Kemudian terdapat syarat kumulatif antara lain. Pertama, harus ada
persetujuan tertulis yang dibuat secara ikhlas oleh istri Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan. Apabila istri Pegawai Negeri Sipil pria yang
bersangkutan lebih dari seorang, maka semua istri-istrinya itu membuat surat
persetujuan secara tertulis secara ikhlas. Surat persetujuan tersebut disahkan
oleh atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan serendah-rendahnya
pejabat eselon IV. Kedua, Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan
mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri
dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak
penghasilan. Ketiga, ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil pria yang
bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-
anaknya.

Syarat yang tersebut diatas tidak sepenuhnya dilakukan oleh
Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon IlI/Pembanding Il sehingga hal
tersebut menjadi bahan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Kota
Bima yang teregister dengan nomor perkara nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM
dalam memutuskan untuk menolak gugatan karena melanggar peraturan
kedisiplinan sebagai Pegawai Negeri. Dalam perkara ini Pemohon
I/Pembanding | tidak melaksanakan perinzinan poligami kepada pejabat yang
berwenang disaat akan melakukan perkawinan (yakni 5 Mei 2006) melainkan

mengajukan perizinan disaat akan melakukan itsbat nikah. Hal ini dibuktikan
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dengan surat persetujuan untuk itshat nikah Nomor
Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani
olen Kepala Kementrian Agama Kota Bima.  Kemudian Pemohon
I1/Pembanding Il juga memiliki surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor
04/130/21/420/H.SMP/KP/2014 tertanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani
oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woha.

Setelah mempelajari berkas-berkas yang diajukan, terutama
memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama yang memutus untuk menolak perkara ini, maka Majelis
Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Bima
sehingga Majelis Hakim tingkat Banding akan memberikan pertimbangan
hukum tersendiri. Dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding
menjelaskan  dikarenakan Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon
I1/Pembanding Il merupakan Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mendapatkan
izin terlebih dahulu dari atasannya atau pejabat yang berwenang, sesuai
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.

Dijelaskan pula bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat
Banding yang menjadi alasan dikabulkannya permohonan diatas Termohon
/Terbanding yang merupakan istri pertama dari Pemohon 1/Pembanding |
sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pembanding | dan
Pemohon II/Pembanding II. Selain itu secara hukum syar’i juga tidak ada
halangan untuk menikah karena pada saat itu Pemohon IlI/Pembanding Il

masih berstatus gadis dan disamping itu pada pernikahan terjadi, Pemohon
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[I/Pembanding Il belum jadi Pegawai Negeri Sipil. Pernikahan telah
dilangsungkan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di desa Keli,
Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung
Pemohon Il/Pembanding I, juga terdapat dua orang saksi dan mahar berupa
emas seberat 2 (dua) gram tunai. Sehingga dari sini dapat diambil kesimpulan
bahwa Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon IlI/Pembanding Il sudah
melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan syariat Islam karena
telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, hanya saja tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam pertimbangan lain, bahwa pemikiran yang didasari pada
pemahaman terhadap UU No. 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975 dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan interpretasi bahwa yang menjadi
patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan
hukum Agama (Islam). Majelis hakim tingkat banding belum menemukan
satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam
kasus ini dengan pertimbangan diatas hakim dapat mengitsbatkan perkawinan
sirrinya. Karena yang dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat banding ialah
mengenai kejelasan status hukum anak dari hasil pernikahan sirrinya dimata
masyarakat maupun negara. Apakah terhapus selamanya hak-hak
keperdataannya yang berhubungan ayah kandungnya, hal perwalian, dan hal
waris. Sehingga secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangan untuk
kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan

keadilan masyarakat.
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Dalam perkara permohonan banding istbat nikah yang teregister
dengan nomor perkara Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama NTB
0093/Pdt.G/2014. Majelis hakim memberikan pertimbangan yang berbeda
dengan Pengadilan Agama Bima. Majelis hakim memiliki pertimbangan
hukum tersendiri dalam memutus perkara ini setelah mempelajari salinan
putusan Pengadilan Agama Bima, memori banding, kontra memori banding,
dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama.

Dalam hal ini, para Pemohon mengajukan banding di Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat. Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon
II/Pembanding Il merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang seharusnya
memperoleh izin terlebih dahulu dari atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 terutama mengenai konsekuensi
hukum bagi calon istri yang berstatus PNS untuk menjadi istri kedua, atau
ketiga. Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon I1/Pembanding Il memohon
agar pernikahannya disahkan secara normatif karena selama ini pernikahan
yang dilakukan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 belum tercatat,
sehingga sampai saat ini belum memiliki buku nikah. Termohon/Terbanding
sebagai istri pertama sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon
I/Pembanding | dan Pemohon IlI/Pembanding Il yang pada waktu menikah
Pemohon II/Pembanding Il masih berstatus belum pegawai negeri.

Dalam hal ini, yang menjadi pokok permasalahan di Pengadilan
Agama Bima ialah lebih mengutamakan kepastian hukum, sehingga segala

peraturan yang telah ada mengenai Pegawai Negeri Sipil harus dipatuhi dan
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dijalankan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur Pegawai
Negeri Sipil agar mengetahui kewajibannya sebagai contoh dan tauladan yang
baik kepada masyarakat, sehingga perbuatan yang demikian yang dilakukan
oleh Pemohon | dan Pemohon Il tidak mencontohkan perbuatan yang baik
yang seharusnya tidak patut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Karena
dalam peraturan perundangan-undangan sudah mengatur secara detail tentang
perizinan perkawinan dan perceraian demi kebaikan kinerja dan kewibawaan
Pegawai Negeri Sipil, yang diatur didalam PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No
45 Tahun 1990, dan melalui Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian
Negara No. 08/SE/1983 dan No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan
PP No. 45/1990 jo PP No. 10/1983 tentang izin perkawinan dan perceraian
bagi Pegawai Negeri Sipil.

Tugas hakim adalah memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
perkara yang diajukan.®®dalam hal ini majelis hakim tidak boleh menolak
gugatan yang diajukan ke Pengadilan, melainkan hakim harus bisa
menemukan hukum, menginterpretasikan hukum untuk memunculkan
keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hukum
berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dalam menegakkan
hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum
(Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Keadilan
(Gerechtigkeit). Teori ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan

Teorinya yaitu Rechtsidee bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan

tujuannya. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-

%Imron Rosyadi, Hakim Dan Penemuan Hukum Dalam Putusan, Bahan Ajar Perkuliahan,
(Malang: Pengadilan Agama Kota Malang, 2012), h. 9.
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ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan
kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian
atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak
memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita
hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan
tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal
menginginkan apa yang Kita ingini. Dengan kebebasan Kkita dapat
menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang
mengikuti Radbruch.®

Maka demi tercapainya cita/tujuan hukum yang menuntut
kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.
Asas prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat
dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang
berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang mengedepankan
keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum menjawab persoalan
kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan penerapan asas prioritas
dapat dilakukan selama tidak mengganggu ketenteraman dan kedamaian
manusia selaku subjek hukum dalam masyarakat. Jika terjadi benturan antara
ketiganya maka menurut Gustav keadilanlah lebih diprioritaskan.

Mahkamah  Agung  sendiri  dalam  instruksinya  No.
KMA/015/INST/IV/1998 tanggal 1 Juni 1998 menginstruksikan agar para

hakim memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang

% Sidharta Arief, Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan
Filsafat Hukum, (PT Refika Aditama, Bandung), 2007, hal. 20-21
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berkualitas, dengan menghasilkan putusan hakim yang eksekutabel, berisikan
ethos (integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang utama), filosofis
(berintikan rasa keadilan dan kebenaran), sosiologis (sesuai dengan tata nilai
budaya yang berlaku dalam masyarakat), serta logos (dapat diterima akal
sehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan
kehakiman.”

Sehingga menurut penulis, Pengadilan Agama Bima lebih
menekankan kepada kepastian hukum, hal itu merupakan konsekuensi bagi
para Pemohon yang mana merupakan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan
poligami tanpa melakukan perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku,
yakni Peraturan Pasal 4 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun
1990. Sedangkan  pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama yang paling utama disini ialah mendapatkan
kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dalam salinan putusan yang
mengetengahkan kaidah figih yang artinya mengambil/ menarik kemanfaatan
dan menolak kemadharatan. Sehingga dalam putusan ini, kemanfaatan lebih
diutamakan dari pada kepastian hukum yang kurang memihak kepada
pemohon.

Menurut penulis, pertimbangan-pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat meskipun tidak sepenuhnya
berpedoman pada ketentuan hukum normatif (dalam artian tetap
mengabulkan permohonan Pemohon meskipun para Pemohon melakukan

perbuatan poligami tidak sesuai dengan aturan yang berlaku), tetapi majelis

""Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta: Ul Press, 2006), h. 4.
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hakim melakukan pertimbangan lain yang mengutamakan adanya
kemanfaatan yang besar di dalam putusannya. Majelis hakim diperbolehkan
bahkan dianjurkan untuk melakukan interpretasi atau penafsiran apabila
dibutuhkan demi menghasilkan putusan hukum yang adil. Hakim tidak boleh
menolak suatu perkara yang diajukan ke Pengadilan, hakim harus melakukan
interpretasi apabila hal itu dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)
UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan
bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hakim merupakan corong
undang-undang karena kebebasannya menemukan hukum yang dianggap adil.
Dalam tugas penerapan hukum, hakim harus menemukan hukum, jika tidak
menemukan hukum tertulis harus mencari dari hukum yang tidak tertulis dari
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. Hakim sebagai
organ pengadilan yang dianggap memahami hukum sesuai dengan adagium
ius curia novit yakni hakim dianggap mengetahui dan memahami segala
hukum sehingga para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dari analisis di atas, penulis berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Tinggi Agama sudah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48
tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa hakim
wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dimasyarakat. Karena dalam perkara ini Faridah binti
Alwi yang tak lain istri pertama dari pemohon sudah merasa tidak keberatan
atau tidak merasa dirugikan dengan keputusan hakim. Hal tersebut

dibenarkan dengan adanya surat pernyataan bertanda P.08 bahwa Faridah
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binti Alwi (Termohon/Terbanding) memberikan izin atau menyetujui kepada
suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami sekaligus itsbat

pernikahan.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama
Dalam Mengabulkan Permohonan Istbat Nikah Poligami Bagi Pegawai
Negeri Sipil.

Sebuah perkawinan dilakukan harus sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Dalam hukum Islam misalnya sebuah perkawinan
harus memenuhi beberapa persyaratan seperti wali nikah, dua orang saksi dan
mas kawin. Apabila pernikahan dengan persyaratan tersebut sudah dilakukan
maka sudah sah menurut hukum Islam, namun sebagai negara hukum maka
masyarakat dihadapkan pada peraturan yang berlaku di negara ini. Dalam
artian setiap pernikahan harus menghasilkan akta nikah sebagai bukti otentik
bahwa pernikahan tersebut sudah sah menurut agama dan negara. Namun
dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dicatatkan di kantor urusan agama
(KUA), berbagai alasan disebutkan salah satunya ialah bagi yang tidak
mampu merasa biaya yang serta keperluan yang diperlukan untuk
mencatatkan perkawinannya terlalu banyak, bagi yang berpoligami untuk
menyembunyikan pernikahan dari istri pertama dan lain sebagainya. Maka
dari itu pernikahan yang tidak dicatatkan atau yang sering disebut pernikahan
sirri atau disebut juga pernikahan dibawah tangan menjadi solusi tersendiri

bagi pasangan pengantin untuk melangsungkan perkawinan.
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Perkawinan sirri atau perkawinan dibawah tangan merupakan
perkawinan yang sah yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan syarat
dan rukun yang lengkap untuk melangsungkan perkawinan, hanya saja
perkawinan tersebut tidak diakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah
(PPN) dan tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga
pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan dibawah
tangan merupakan salah satu alternatif seseorang untuk tetap bisa
melaksanakan pernikahan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah untuk
menghindari prosedur perizinan yang rumit. Para pelaku nikah dibawah
tangan yang pastinya sudah mengetahui konsekuensi yang diperoleh akibat
pernikahan tersebut, selain pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum,
anak yang diperoleh dari hasil pernikahan dibawah tangan berakibat pada hak
waris, hak perwalian dan lain sebagaiya. Apabila sudah dalam keadaan yang
sedemikian, maka para pelaku perkawinan dibawah tangan segera mengambil
langkah untuk mencatatkan perkawinannya secara sah, yakni dengan
mengajukan  permohonan  itsbat nikah di  Pengadian = Agama
setempat.Pengadilan Agama dalam hal ini memiliki kewenangan untuk
menyelesaikan perkara istbat nikah.

Dalam perkara ini pertimbangan yang dimiliki Pengadilan Agama
Bima berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara
Barat.Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat memiki pertimbangan
lain dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan Banding Pemohon
I/Pembanding | dan pemohon Il/Pembanding Il dan membatalkan putusan

Pengadilan Agama Bima dengan mengetengahkan kaidah fikih yang
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berbunyi,éaedl dsy dsindl CdxJalbu al-manfa’ah wa daf'u al-mudhoror,

yang artinya menarik / mendapatkan manfaat dan menolak / mencegah
kemadharatan. Dalam hal ini majelis hakim mengambil kaidah tersebut
sebagai pedoman dalam mempertimbangkan putusan yang mana dalam setiap
putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama haruslah
mengandung atau menarik kemanfaatan dan mencegah kemadharatan. Maka
Majelis Hakim memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian
status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang
dilahirkan akibat pernikahan tersebut.

Pada dasarnya seluruh syari’at adalah maslahat, baik dengan cara
meraih mafsadah atau dengan cara meraih maslahat. Terkadang apa yang
telah di kerjakan manusia akan mengarah pada keburukan dan adapula yang
akan membawa kepada kebaikan. Akan tetapi dalam syari’at, maslahat
sangatlah diutamakan dan diperintahkan, sedangkan mafsadah adalah

larangan”*.

Terdapat tiga bagian dari kemaslahatan dilihat dari segi syari’ah.
Wajib maslahatnya, sunnah maslahatnya, dan mubah maslahatnya. Sesuai
dengan kaidah yang mengatakan bahwa apabila ada diantara maslahat yang
dalam waktu bersamaan maka harus dipilih yang paling besar
kemaslahatannya. Kaidah tersebut di perkuat dengan firman Allah dalam Al-

qur’an:

zzudin bin ‘Abd al-salam, Qawa id al- ahkam fi Mashalih al-Anam,(t.t:Dar Al-jail,1980), juzz
1,h.11
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Artinya: Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak
menyembah- nya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita
gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-
hamba-Ku, yang mendengarkan Perkataan lalu mengikuti apa
yang paling baik di antaranya. mereka ltulah orang-orang yang
telah diberi Allah petunjuk dan mereka ltulah orang-orang yang
mempunyai akal. (Q.S Az-zumar: 17-18)

eS_uLa U\ d_aa (= es_l) (= eSJj\g d)q\ L UMA\ \ja..u\j

(oFe) u)‘).z.uu ‘}! (:.1.1\5 4.1.:4 u\dal\

Artinya: Dan ikutilah Sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu
dari Tuhanmu. sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba,
sedang kamu tidak menyadarinya. (Q.S Az-Zumar:55)

;G.u de )\_i..\as_ij 425 jA ;G..w dS (= C\}j\j‘ _°| :\.} \.;:\;Sj

u.as_u\.sj\ J\J (,S_ULM L.@.JMALJ UJA\.J d-ﬂjﬁ JA\} 553.1 la 3;3
Y¢o

Artinya: Dan telah Kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh (Taurat) segala
sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu;
Maka (kami berfirman): "Berpeganglah kepadanya dengan teguh
dan suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya)
dengan sebaik-baiknya, nanti aku akan memperlihatkan kepadamu
negeri orang-orang yang fasik.(Q.S Al-A4 raaf: 145)

Pada masing- masing ayat Al- qur’an tersebut ditekankan pada
mendahulukan segala sesuatu yang memiliki kemaslahatan yang paling besar
bagi seluruh umat. Begitu pula sebaliknya, jika dalam menghadapi suatu
kondisi yang mengarah kepada keburukan (mafsadah) maka hendaklah
mendahulukan yang perkara yang paling banyak mengarah kepada keburukan
untuk diselesaikan terlebih dahulu, sehingga keburukan (mafsadah) tersebut

dapat menjadi kemaslahatan bagi setiap ummat.
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Kaidah lain mengatakan bahwa jika keduanya berkumpul dalam satu
waktu yaitu kemaslahatan dan kemafsadatan maka lebih diutamakan untuk
meninggalkan kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan, karena pada

dasarnya menolak kemafsadatan sudah merupakan sebuah kemaslahatan.

Cjw\%&e&mu\;)a

Artinya: menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat

Maslahat dan mafsadat merupakan dua hal yang akan selalu
berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Maslahat dan mafsadat yang
berhubungan dengan duniawi akan lebih mudah dilihat dan dinalar oleh
pikiran manusia. Akan tetapi ada maslahat dan mafsadah yang
berhubungan dengan dunia dan akhirat, dua hal tersebut tidak dapat
diketahui kecuali dengan aturan-aturan syari’at yang merujuk dan
berlandasan pada Al-qur’an, Hadits, Ijma’, dan juga Qiyas yang telah
diakui oleh Mu ’tabar dan juga istilah-istilah yang akurat serta shohih.
Tentang ukuran yang lebih kongkret dari kemaslahatan juga dikemukakan
oleh imam Al- Ghozali dalam Al-Mustashfa’> Imam Al- Syatibi dalam Al-
Muwafaqat”™. Persyaratan-permasyaratan maslahat tersebut dapat

disimpulkan:

2Al-ghozali, Al Mustshfa min llm al-Usul, (Mesir. T.pn, tt.), him 2.
Abu Ishaq Al syatibi, Al Muwafagot fi ushuli Al- syari‘ah, (tt.: Al Maktabah attijariyah, tt.), juz
Il h. 8-38
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Kemaslahatan harus sesuai dengan magashid al-syari,ah, semangat
ajaran, dalil-dalil Kulli dan dalil-dalil Qad’i baik wurud maupun
dalalahnya.

Kemaslahatan harus dapat meyakinkan, artinya kemaslahatan itu
berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak
meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan
menghindarkan mudharat.

Kemaslahatan itu mendatangkan kemudahan dan bukan
mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam artian
kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.

Kemaslahatan memberikan manfaat kepada sebagian besar
masyarakat bukan memberikan manfaat kepada sebagian kecil
masyarakat.

Pada dasarnya pernikahan poligami diperbolehkan dalam Islam, ha

ini sesuai dengan QS. Annisa’ ayat 3:

Jjé&;@\w?ﬁugu\jﬁu@m \Mweﬁ;u\}

v sl el VI 530 allh i S G mﬁumy\e&u@g;j

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya),
Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak
yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya”.

Dalam ayat ini telah jelas bahwa apabila dapat berlaku adil,

maka tidaklah mengapa seorang laki-laki memiliki istri lebih dari satu,
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namun yang perlu diperhatikan ialah dampak dari pernikahan poligami
tersebut. Apakah berdampak baik, atau bahkan memiliki dampak yang
buruk, sehingga bisa memberikan perbandingan serta memilih manfaat
dan kemudaratan yang paling kecil.

Dalam hukum Islam tidak menghendaki kemudaratan,
melainkan kemanfatan dan kemudaratan harus dihilangkan, hal ini sesuai
dengan kaidah figih yang berbunyi J'3: L »=llAd-dhararu yuzaalu yang
artinya bahwa sebuah kemudharatan itu harus dihilangkan. Dalam putusan
Pengadilan Tinggi Agama yang mengabulkan permohonan Pemohon
sudah sesuai dengan kaidah diatas bahwa dengan mengabulkan
permohonan, maka satu kemudaratan telah dihilangkan.

Baik ayat-ayat Al-qur’an maupun kaidah-kaidah figih diatas
dipergunakan sebagai pertimbangan dalam putusan tersebut karenakan
akad nikah yang dilakukan Pemohon I/Pembanding | dan pemohon
II/Pembanding Il sudah lama terjadi, yakni pada tanggal 5 Mei 2006
sehingga pertimbangan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama
NTB menurut kaidah fikih tersebut sudah tepat, pertimbangan tersebut
disebabkan karena sudah lama menikah secara agama Islam, istri pertama
dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat menjalankan peran sebagai istri
sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 poin (a) UU No 1 Tahun 1974 serta istri
pertama sudah menyetujui, dan dalam pernikahan dengan Pemohon
II/Pembanding Il tersebut telah dikaruniai dua anak, serta Pemohon
I1/Pembanding 11 pada waktu pernikahan masih berstatus gadis dan belum

menjadi Pegawai Negeri Sipil. Selain itu juga telah disebutkan didalam
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Pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Pengadilan Agama
dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dariseorang
apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

Hal yang utama dalam hal ini adalah bagi keduanya tidak ada
halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut hukum syar’i
maupun menurut peraturan perundang-undangan untuk berpoligami, maka
itsbat nikah poligami dalam hal ini dapat dikabulkan. Hal ini menimbulkan
pertimbangan lain yang tidak harus mengutamakan kepastian hukum tetapi
lebih diutamakan kepada rasa keadilan karena tugas hakim ialah untuk
menegakkan hukum dan keadilan sehingga putusannya mencerminkan
Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi “Hakim dan hakim
konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat“.”* Pernikahan dibawah
tangan yang dilakukan oleh Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon
II/Pembanding Il menurut pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
diebutkan bahwa perkawinan yang berlangsung diluar pengawasan PPN
tidak mempunyai kakuatan hukum. Menurut pertimbangan hakim
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa pernikahan
yang tidak memiliki kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti
bahwa hal itu sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum.
Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat
bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-

undangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi keluarga yang

"pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.
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bersangkutan. Dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan itsbat nikah
permohonan Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon II/Pembanding II,
apabila mendudukannya sebagai pihak yang bersalah, apakah yang
bersalah akan terus menjadi orang yang bersalah dan tidak ada lembaga
taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Serta bagaimana nasib anak-
anak yang lahir dari hasil pernikahan dibawah tangan yang selamanya
akan menanggung beban Kketidakjelasan status hukumnya baik
dimasyarakat maupun negara. Bagaimana nasib keperdataan mereka yang
berhubungan dengan orang tuanya seperti hak perwalian, hak waris dan
lain sebagainya. Sehingga secara kasuistis hakim juga mempertimbangkan
untuk kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat.

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding yang tercantum
dalam putusan tidak bermaksud mengenyampingkan peraturan perundang-
undangan yang mengatur perkawinan dengan istri kedua tetapi apa yang
diputuskan oleh majelis hakim semata-mata sebagai suatu langkah darurat
sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam
suatu perkawinan yang menurut hukum Islam adalah sah. Mejalis hakim
memang dituntut untuk melakukan penafsiran hukum apabila hal itu
diperlukan sehingga dapat mencerminkan tujuan hukum yakni keadilan
hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Dalam hal ini memang Pengadilan Agama dihadapkan pada
persoalan dilematis, mengingat istbat nikah merupakan salah satu jalan

keluar untuk melegalkan pernikahan dibawah tangan, disisi lain
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permohonan istbat nikah selayaknya dikabulkan karena segala syarat dan
rukun pernikahan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam.
Jika syarat dan rukunnya sudah terpenuhi lalu kemudian Pengadilan
Agama menolak, berarti Pengadilan Agama menafikan akad nikah yang
sah menurut hukum Islam. Untuk itu, hakim dalam memutuskan suatu
perkara istbat nikah poligami harus memiliki pertimbangan yang matang
secara objektif untuk mempertimbangkan mana yang harus didahulukan
antara mengabulkan dan menolak sebuah permohonan istbat nikah
berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan
perundang-undangan yang berlaku. Jadi, Pengadilan Agama dituntut untuk
mempertimbangkan dengan dasar yang mengandung kemaslahatan lebih
besar yang sesuai dengan rasa keadilan dan tetap berpegang teguh pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kaidah fikih putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi
Agama Nusa Tenggara Barat yang mengabulkan permohonan banding
Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon IlI/Pembanding Il sudah sesuai
dengan rasa keadilan. Manfaat yang dihasilkan dari putusan tersebut
mengandung lebih besar maslahah-nya dari pada mafsadat-nya. Suatu
maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud
pembuatan hukum (syar’i) maka menggunakan maslahat tersebut berarti
telah memenuhi tujuan syar’i, meskipun tidak ada dalil khusus yang
mendukungnya. Sebaiknya apabila digunakan untuk menetapkan suatu
kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan

yang dimaksud oleh syar’i. karena itu dalam menggunakan maslahah
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mursalah itu sendiri tidak keluar dari prinsip-prinsip syara’.””Kesimpulan
yang didapat ialah bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nusa
Tenggara Barat dibenarkan menurut Hukum Islam atau Syariat Islam,
karena Syariat Islam ada untuk kemaslahatan umat manusia, yang
membawa manusia kepada kebahagiaan dan mencegah kejahatan.
Kemanfaatan yang dilahirkan dari putusan majelis hakim Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam hal ini sangatlah besar bagi
para Pemohon. Sehingga Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon
II/Pembanding Il dapat melanjutkan perkawinannya dengan memiliki akta

nikah dan status hukum.

>Amir Syarifuddin, Ushul Figih Jilid 2, Cet I. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). h. 339-340.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Menurut analisis hukum positif, pertimbangan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam mengabulkan
permohonan itsbat nikah poligami pegawai negeri sipil sudah sesuai
dengan rasa keadilan yang ada dalam pasal 5 ayat 1 Undang-undang 48
tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang menjelaskan bahwa
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didukung
dengan teori yang di kemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu

Rechtsidee bahwa hukum Idealnya harus mewujudkan tujuannya.

Maka demi tercapainya cita/tujuan hukum yang menuntut kedamaian,
ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas
prioritas dalam tujuan hukum yang ditelurkan Gustav Radbruch dapat
dijadikan pedoman. Apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang
berasal dari berbagai latar belakang. Asas prioritas yang

mengedepankan keadilan daripada manfaat dan kepastian hukum
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menjawab persoalan kemajemukan di Indonesia. Tetapi menjadi catatan
penerapan asas prioritas dapat dilakukan selama tidak mengganggu
ketenteraman dan kedamaian manusia selaku subjek hukum dalam
masyarakat. Jika terjadi benturan antara ketiganya maka menurut

Gustav keadilanlah lebih diprioritaskan.

2. Menurut analisis hukum Islam dengan landasan kaidah fikih, putusan
majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat yang
mengabulkan permohonan banding Pemohon I/Pembanding | dan
Pemohon I1/Pembanding Il sudah sesuai dengan rasa keadilan. Manfaat
yang dihasilkan dari putusan tersebut mengandung lebih besar
maslahah-nya dari pada mafsadat-nya. Suatu maslahat bila nyata
kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuatan hukum
(syar’i) maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi
tujuan syar’i, meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya.
Sebaiknya apabila digunakan untuk menetapkan suatu kemaslahatan
dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang
dimaksud oleh syar’i. karena itu dalam menggunakan maslahah
mursalah  itu  sendiri  tidak  keluar  dari  prinsip-prinsip
syara’.76KesimpuIan yang didapat ialah bahwa Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dibenarkan menurut Hukum Islam
atau Syariat Islam, karena Syariat Islam ada untuk kemaslahatan umat

manusia, yang membawa manusia kepada kebahagiaan dan mencegah

" Amir Syarifuddin, Ushul Figih Jilid 2, Cet I. (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1999). h. 339-340.
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kejahatan. Kemanfaatan yang dilahirkan dari putusan majelis hakim
Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Barat dalam hal ini sangatlah
besar bagi para Pemohon. Sehingga Pemohon I/Pembanding | dan
Pemohon IlI/Pembanding 1l dapat melanjutkan perkawinannya dengan
memiliki akta nikah dan status hukum. Hal itu sesuai dengan hukum

Islam yakni kaidah fikih yang berbunyi :

A badl il e axia s Walle o

Dar’ul mafasid muqoddamun ‘ala jalbil masholih yang artinya
mencegah mafsadat didahulukan dari pada mendatangan manfaat.
Mafsadat dalam hal ini yang harus dicegah ialah putusan yang menolak
permohonan Pemohon yang mana apabila tidak dikabulkan maka akan
menimbulkan mafsadat yang besar, yakni mengenai keberlangsungan
hidup para Pemohon serta hak-hak anak yang dihasilkan dari

pernikahan tersebut.

B. Saran

Pada akhir skripsi ini, penulisn ingin memberikan saran berkaitan dengan

masalah itsbat nikah, antara lain:

1.

Untuk Majelis Hakim
Majelis hakim dalam memutus perkara hendaknya mendahulukan
kemanfaatan hukum meskipun tidak mengenyampingkan aturan

perundang-undangan yang berlaku.
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2. Untuk masyarakat
Hendaknya memahami betul makna pernikahan, masyarakat yang
melangsungkan perkawinan diharuskan untuk mencatatkannya di Kantor

Urusan Agama (KUA) sehingga tidak merugikan pihak manapun.
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FUTUSAN

r 2\ “)’ .
Norr L 93/Pdt.G/20 A@F‘j‘ﬂ“&——:’:‘s

DEMI KEADII AN B =R YASARKAN KETUHANAN YANu M, HA
ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yapAQ ~~meriksa dan
mengadili perkara Itsbat Nikah Poligami pada ‘ng at panding dalam
persidangan Majelis, telah menjatuhkan put. 2.1 cecagai berikut dalam

perkara antara:

Drs. MAHMUD, SH bin H * SA’ID,umur 49 tahun, agama
Islam, pend” . va.  <.1, pekerjaan PNS ( Pengawas PAI

TK/SD ), tv “uvar dnggal di RT. 005, RW.

002, Kelurahan Rabangodu Selatan,
Kecamatan Raba, Kota  Bima, disebut
. 2mula sebagai Pemohon | sekarang

Pewribanding 17;

ICO, . Pc. binti MUHAMMAD, umur 39 tahun, agama ' ‘a.
pendidikan S.1, pekerjaan PNS ( Guru SMP . V. *ha ),
tempat tinggal di Lingkungan Sadia 1, RT.001, k./.001,
Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima,
disebut semula sebagai Pemohon Il sekarang

“Pembanding I1”;

LAWAN

FARIDAH binti A" Wi umur 51 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, tek -jaan URT, tempat tinggal di
RT.0C ,, W. 1702, Hal 1 dari hal 16 Put. No.

0093/Pdt.G/2014
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Kelurahan Rabangodu Selatan,Kecamatan Raba, Kota
Bir a, ‘isebut semula sebagai Termohon sekarang

"1 rber iing”;

‘~nga. ' A ‘inggi Agama tersebut;
' ah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berk ‘tai.
dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana v “t 1uc dulam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bima N. M0or 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm
tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan ~* ng. tanggal 18 Ramadlan 1435

Hijriyah, yang amarnya berbunyi sehag. * * _rikut

1. Menolak permohonan pat P¢ ~~hon;
2. Membebankan kepada para ‘=mohon untuk membayar biaya perkara ini
berjumlah Rp 356.00", ( Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah );

Membaca si*°°t | = .2y ataan permohonan banding yang dibuat oleh

Panitera Peng~dii. ¥ ~Agama Bima yang menyatakan bahwa pada hari
Kamis, tanag ' 2¢ Juli 2014 pihak Pemohon I/Pembanding | dan Pemoho.
I/ Pemb ndi ~ Il telah mengajukan permohonan banding terhac 2
put sa. Per ,adilan Agama tersebut, permohonan banding . arn  tei.xh
diber ahukan kepada pihak lawannya tanggal 25 Juli 2014;

Memperhatikan memori banding Pembanding ter ang, * . "1 Agustus
2014 yang diajukan oleh pihak Pemohon I/Pembandir._ | . x.n Pemohon Il
Pembanding Il dan kontra memori banding ter. - gg.' 14 Agustus 2014
yang diajukan oleh Termohon/Terbanding, me: »n banding dan kontra

memori banding tersebut telah diberitahukar .. na.a pihak lawannysa;
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"ERTIMBANGAN
HUKUM

Menimbang ak v oleh  karena permohonan banding yang

diajukan oleh . ~mc .on I/Pembanding | dan Pemohon I/Pembanding

diajukan . ~la. tenggang  waktu dan menurut tata cara , g
ditent ka oleh perundang-undangan, maka permohonan "“a. ' g
~. ~huc o ail uapat
0 =rima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari deng~n eksama salinan
Putusan Pengadilan Agama Bima, Nomor 0663/Pdt G/~71- °A.Bm., tanggal
16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rc maulan 1435 Hijriyah,
memori banding dan kontra memori banding  ert: berkas lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini, terut ma setelah memperhatikan
pertimbangan-pertimbangan Majelic HJakim  Pengadilan Tingkat
Pertama yang memutus perkara ini - .ka 4ajelis Hakim Pengadilan Tingkat
Banding tidak sependapaf dJer jan ~engadilan Agama Bima, sehingga
Majelis Hakim tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan

hukum tersendiri, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah
ini;

Menimbang, pa. va rPemohon I/Pembanding | dan Pemohon .
Pembanding Il sevagai Pegawai Negeri  Sipil (PNS) e,
mengajuk~ ne, ..ohonan Isbat Nikah Poligami, seharusnya

I emperoleh izin lebih dahulu dari

pejabat atau atasannya, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertc ma =le. memberikan
penjelasan kepada Pemohon I/Pembanding I, Permoh~~ li, *embanding Il dan
Termohon/Terbanding mengenai ketentuan persyara “» sang harus dipenuhi
terlebih dahulu bagi orang yang hendak mel.agsungkan pernikahan

poligami

Hf 3 aait hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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menurut ketentuan Undany ‘Jndang nomor 1 tahun 1974, jo Peraturan

Pemerintah Nomor . ) ta 'n 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun

1990, terutamr - n °ng .ai konsekuensi hukum bagi calon isteri yang

berstatus PN untuk menjadi isteri kedua, atau ketiga, namun 1'bay

terseb.. ti..< Dberhasil, Para Pemohon/Para Pembanding <.
~mpce © e ikan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon | /Pem. nu g | dan
Pemohon Il / Pembanding Il memohon agar pernikchai mere.a berdua
disahkan dengan alasan karena pernikahannya kelu ~ o -catat, sehingga
sampai saat ini pernikahannya belum memiliki bukt® B. "1 Nikah, Termohon/
Terbanding sebagai isteri pertama Pemohen ° / Pembanding | sudah
merestui dan menyetujui pernikahan Pe. ohc. I/Pembanding | dengan
Pemohon Il/Pembanding II, juga tide' ac. halangan dalam hukum syar
’i untuk menikah karena Pemoho’ 1 / + mbanding Il waktu itu berstatus
gadis dan disamping itu p~ .a ¢ aat .. Pemohon Il / Pembanding Il belum
menjadi
PNS ;

Menimbang bri. va Pemohon I/Pembanding | dan Pemohon II/
Pembanding Il, n. nga. .u telah melangsungkan pernikahan secara hukum
Islam pada tc nggy ' 05 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupatc »
Bima, d-.y. Y wali nikah saudara kandung Pemohon Il/Pembanding I
bei « "2 ~svad bin Muhammad, disaksikan oleh Drs. H. FITPAR VA 'K
dan rs. SAMSUDIN, dengan mahar berupa Emas seberat 2 (du.. gram
v nai;

Menimbang bahwa antara Pemohon I/F. mb. naing | dengan
Pemohon Il/Pembanding Il tersebut telah mela. '".ai. ne.nikahan menurut
syari’at Islam dan telah memenuhi syarat serta ru, *n , zrnikahan, hanya saja

pernikahan tersebut belum didaftarkan ~ta. -.catat di Kantor Urusan
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Agama setempat, juna pe likahan tersebut terjadi sesudah berlakunya
Undang-Undang Nc 1or  tahun 1974;
Meni "~ ba, ¥, ¥ .1wa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas,
Majelis Hak, » .ngkat banding berpendapat bahwa perkawinan sir |
atau ... " _pawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicate’ ¢ ~h
~aaw ¢ 1catat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada . b .h
L .gawasan PPN, telah memenuhi syarat ruk. ny
menurut agamanya dan kepercayaannya
masing-masing itu, hal ini terjadi pada sebagian mas*ar. ‘at muslim yang
masih berpegang teguh kepada perspektif Fiaii, trudisional. Menurut
pemahaman ini perkawinan sude. si 1 apabila ketentuan-
ketentuan yang tersebut dalam kitab-kit b 1 h sudah terpenuhi, tidak
perlu ada pencatatan di Kantor Urusar Aa, ‘ma (KUA) dan tidak perlu surat
nikah, secara agama perkawinan  s. ., akan tetapi tidak mempunyai
kekuatan hukum, karena tic .k 1en....al bukti-bukti perkawinan yang sah
menurut peraturan perundang-. "dangan yang berlaku ;
Menimbang bahvra jalur nikah sirri telah menjadi pilihan bagi
yang bermaksud beris ~ri "ih dari satu orang melalui cara pengesahan
nikah (itsbat nikak  a. anu.igkan dengan prosedur poligami menurut
ketentuan peratus 1 perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim peri.
mengkaji .. ara mendalam terhadap fakta-fakta dalam persidangan
se’ "m .. .38 audalam menetapkan kebijakan penegakan hu!'m
dala memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebuu Mar.
.n Kepastian hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat nim h -
Menimbang, bahwa permasalahan yang bisc mu <u: dari adanya
itsbat nikah adalah mengenai status baru bagi iste * .1ia. 2u. anak hasil nikah
sirri ataupun isteri yang dinikahi secara resn. a.: tercatat dan anak-

anaknya. Hakim menurut Undang-Undang ti”'~k . ~' :h menolak suatu perkara

Hal 5 12 « hc 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau
hukumnya tidak jele , n “lainkan harus menerima, memeriksa dan mengadili
perkara terseb't.  3sus ‘ sbat nikah poligami dalam perkaraa quo menurut
pendapat Has ‘™ . 1gkat banding belum ada peraturan perundang-undange .
yang m g« ~ tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang Hakim .. "1k
“arupe 2 n nemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara = ~re. " .n
L ¥ .nuang-undangan dengan hukum syar’i sehingga da terjadi
pe.anggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit me yimpangi
dari peraturan perundang-undangan untuk kemac.ahce 1 «emaslahatan
keluarga yang bersangkutan. Bahwa fakta dalai, p. sidangan Hakim
tidak dapat menafikan keabsahan akad nikah | 'ng elah dilakukan sesuai
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Noror 1 Tahun 1974, dimana
perkawinan adalah sah apabila dilakuk .u. mciurut hukum masing-masing
agamanya (Islam) dan kepercayaa” ‘a < untuk memenuhi keadilan
hukum sekaligus keadilan m .5 are. °;
Menimbang, bah 1 perkawinan yang tidak dicatatkan oleh
PPN berindikasikan pu. 1ye . ndupan hukum untuk mempermudah poligami
tanpa prosedur ¢ kui. uun menjadi masalah dalam status, hak-hak
waris atau hak- "ak lain atas kebendaan. Hakim harus lebih bijak dalam
memerike .. an..emutus permohonan itsbat nikah ini dengan tujuan ag
pr¢ - its. .n <ah tidak dijadikan sebagai alat
untuk melegalkan perbuatan  penyelundupan iUk m.
Berangkat dari permasalahan tersebut maka preses  po 2ge,dan,
_emeriksaan dan penyelesaian permohonan itsbat nikat . -us mengikuti
petunjuk yang berkaitan permohonan Itsbat nikah van_ digjukan sepihak
maka ketentuannya adalah sebagai beriku.. Pr ses pemeriksaan
permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh < 'ah 20rang suami atau isteri

bersifat kontensius dengan mendudukk~ 1 1. erl atau suami yang tidak
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mengajukan permohonan  =bagai pihak Termohon, produknya berupa
putusan dan terha ap ‘utusan tersebut dapat diupayakan banding dan
kasasi. Apabil? da. m p~ ses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut
diketahui bai. va uaminya masih terikat dalam perkawinan sah denge .
peremn *n . ", maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak “a. m
arkar <2 erti halnya dalam perkara aquo ini. Jika pemohon * ~k .
I < Jdbah permohonannya dengan memasukkan isteri terde. 'illL seoagai
piliak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dape’ ditern.aa ( Vide
Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Fevau w1 Agama Buku
Il Tahun 2013 halaman 144) ;

Menimbang, bahwa adanya itsbat nikah dal. 1 bagai pisau bermata
dua, disatu sisi adanya itsbat nikah adal-h u *uk membantu masyarakat
dalam menyelesaikan permasalahan n<a  sirinya, akan tetapi disisi lain

juga berpeluang untuk membuk- “er =mbangnya praktek nikah siri,

karena seolah-olah nikah < .1 )Hisc. uikompromikan, yang apabila butuh
dan ingin tinggal mensa. ‘an perkawinannya ke Pengadilan
Agama fen I:n mengajukan  permohonan Itsbat nikah,

akhirnya status n:r. -ah2~.iya pun menjadi sah dimata negara. Maka bagi
Majelis Hakim "ng. at banding yang memeriksa perkara a quo dengan
melihat f: ta- ~a dalam persidangan, apalagi keduanya tidak a.
hal~-ngan "t .k melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum sy ’i,
tela. .iernpunyai dua orang anak, Termohon/ Terbanding tide™
keberatan dan setuju untuk dimadu dan Termohon/ Terbandi » ualam
. ~adaan sakit, akan lebih banyak maslahatnya dari pads n. 1 -~vatnya bagi
semua pihak dalam perkaraa quo ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (. <01 9nhasi Hukum Islam
menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dile. 1s. 1gkan dihadapan dan

dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (°* di. ' utkan bahwa perkawinan
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yang dilangsungkan diluar “engawasan PPN tidak mempunyai kekuatan
hukum. Tidak men jun Ji kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak
berarti bahwa 1a. itu - _:bagai suatu perkawinan yang tidak sah atau
batal demi 1. ku. .. Namun demikian sikap hakim dalam mengamt .
suatu - ~utc .n bersifat bebas dengan pertimbangan dan menaf ... n
~sal, >~ \n perundang-undangan demi kemaslahatan dan ee ' .n
L, keluarga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemikiran ini didasari pada . m hamai. terhadap
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peratur. » + me ‘ntah Nomor 9
Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KFY, .. ~gc  interpretasi bahwa
yang menjadi patokan keabsahan suatu perkc vir. © «tu adalah dilaksanakan
berdasarkan hukum Agama (Islam), Mag, lic  Hakim tingkat banding
belum menemukan satu pasalpun |, no menyatakan tidak sah atau
batal demi hukum. Dalam kacus r. c'engan pertimbangan di atas Hakim
dapat mengitsbatkan perka. 17  “-rinya. Kalau pihak pemohon didudukkan
oleh Hakim sebagai pihak y. .g bersalah,apakah yang bersalah akan
terus menjadi bersalah rida ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah
kesalahan. Apa!" ¢ nal unak yang lahir hasil dari pernikahan sirri
akan selamanya me..anggung beban ketidak jelasan status hukumnya baik
di masyar~ ~t . uupun dimata negara, apakah terhapus selamanya hai
ha! kep. " in yang berhubungan dengan ayah kandungnya hc il
perk " .inan sirri  seperti hak perwalian dan hak waris de> i 9-lc n.

Serara . “suistis
1 "kim juga harus mempertimbangkan untuk kemas'ai. an keluarga
yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan k. ~di..n masyarakat.
Hasil seminar sehari “Hukum keluarga Nasion. ar ara‘“Realitas dan
Kepastian Hukum” yang telah diulas pac> s mpul belakang majalah

Hukum Varia Peradilan Nomor 286 edisi S 2p. mper 2009 sebagai berikut :
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Menimbang bahwa =nomena perkawinan tidak tercatat yang biasa
disebut “kawin S -ri ' dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah
realita, alasanr* a ~ul»* dari mahalnya biaya pencatatan nikah sampai
karena alasa. p.rsonal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoale |
ini, p~_ ta y4gal 1 Agustus 2009 di hotel Red Top Jakarta, di¢ .a: *n

“min. .e ari yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hul .. i...m
¢ . Masyarakat Madani (PPHIMM), diperoleh pernyataan na.  pakar
hukum yang amat mengejutkan diantaranya periye aan: L. Prof.
Dr.Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahv a: ¢ pencatatan
perkawinan adalah suatu yang pertir,_ saja untuk
dilakukan, oleh karena itu tidak e .gurangi keabsahan
perkawinan itu sendiri”.2. Prof.L.> M.afud MD, SH, yang
menyatakan bahwa “ perkawinan O rri1 tidak melanggar konstitusi,
karena dijalankan berdasark: n =2k. ‘ah Agama yang dilindungi
Undang-Undang Dasar 94" ? DR.H.Harifin A, Tumpa,SH., MH.
berpandangan bahwa ¢ kalc * perkawinan yang tidak dicatatkan
merupakan gejala im. m dan didasarkan atas itikad baik atau
ada faktor darirc*® r-.ka hakim harus mempertimbangkan”.{
H.Andi Syams. +.am (Tuada Uldilag) : Beberapa permasalahan
Hukum - . .agkungan Uldilag; Hasil Rapat Kerja Nasior ..
M- *~kan. “ A jung RI, tahun 2009, him. 6-7} ;

"ienimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari sai. ‘
noligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974
aualah: (1) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami unt'ik beristeri
lebih darisatu orang apabila dikehendaki oleh pihak -nir. ,dng
bersangkutan. (2) Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan dimar. 10 ‘alam ayat 1
pasal ini hanya memberi izin kepada seorang sua. ' yc 1g akan beristeri
lebih dari seorang apabila ; a). Isteri tidak da»nat ~erjalankan
kewajibannya sebagai isteri.

b). Isteri mendapat cacat badan _'~u wvenyakit yang tidak dapat
.Ac 9 ¢ . hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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disembuhkan. c). Isteri tida, dapat melahirkan keturunan.Pasal 5 ayat (1)
Untuk dapat meng [uk Y permohonan kepada Pengadilan sebagaimana
dimaksud dalan p. a1 4 .yat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi
syarat- syar. se agai berikut : a. Adanyapersetujuan dari isteri pertama;
b. Adar- 2w "astian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup
~teri-, *o'. 'an anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa arn’
¢ 1 werlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak merek. F.~al o (2)
Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak v.perlukan
bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin din..rta. <. .etujuan dan
tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apa. 'a . Jak ada kabar
dari isterinya sekurang- kurangnya 2 (dua) ta. 'n tau karena sebab-
sebab lainnya yang perlu mendapat peni'aiai. Yart Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majeli .« ki Tingkat Banding
memeriksa dan me~ °r, u surat-surat bukti yang

diajukan le.  ”emohon |I/Pembanding | dan
Pemohon 1/ Pembandina 1l ¢ 1manya surat-surat bukti yang berkaitan
dengan persyaratan | kah ooligami sebagaimana yang termuat dalam
Bendel A perkaray 2 r <a Majelis Hakim tingkat banding akan
mempertimbang. ~n . urat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

M- ‘mvy_.ng, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.04 beruy »

fotr"~ni r. “,a Akta Nikah Nomor K/I/Pw.01/447/88 tertanggal 7 Desemk r
198t yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan denran ish. ‘/a
maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pembanding | dengan 1. -muhon/
‘arbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah s ‘ak tanggal
4 Desember 1988 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti <.ta. 1a P. 05 berupa asli
surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor 1+ '1. U8/1/KP.06/1270/2014
tertanggal 25  Juni 2014 yang ¢“ng tangani oleh Kepala

Kementerian
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Agama Kantor Kota Bin. maka telah terbukti bahwa Pemohon I/
Pembanding | sel age Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai
isteri bernama ©ar, "2h p’~ ., Alwi telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat
yang berwer, ng untuk mengajukan permohonan itsbat Nikah denge .
isteri k~ . . bernama lco, S.Pd;

» 2.1 hang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.06 b~ ‘o " li
L 7 at Persetujuan Untuk ltsbat Nikah Nomor 04/130.21.420/h. W, 'KP/2014
taiggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepa'~ ¢ ekolar, SMPN 3
Woha terbukti bahwa Pemohon 1/ Pembandin™ ' s hagai Pegawai
Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Pim.  telah mendapatkan
persetujuan dari atasannya untuk mengajukan |, ~nr 2sahan nikah sebagai
isteri ke Il dari Drs. Mahmud, SH yang n. niki . pada tanggal 5 Mei 2006
sebelum Pemohon Il Pembanding Il r :nja 'i Pegawai Negeri Sipil dengan
alasan pertimbangan karena Fari@. bn ° Alwi sebagai isteri ke | dari

Drs. Mahmud,
SH memberikan persetujuan a. " tidak keberatan untuk disahkan pernikahan
Drs. Mahmud , SH denga~ perempuan bernama Ico, S.PD ;

Menimbang, bahv. » b ‘asarkan surat bukti bertanda P. 07 berupa Asli
Surat Kepala [O. as Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga  Nomor
004/301/01.1° /20 1 tanggal 15 Juli 2014 perihal Rekomendasi ternya.
bahwa | ep.'a Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerin th

Ka ., “*ten #i*.a menyatakan tidak keberatan dalam merekorei. asn n

pern. ahan Pemohon Il/Pembanding Il sebagai isteri ke ' dari
v "mohon I/ Pembanding | ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti berte. d4a * Os berupa Asli
Surat Pernyataan Termohon/Terbanding tertar *(,av ?6 Juni 2014 yang
ditanda tangani oleh Faridah binti Alwi (Ten. ~hc vlerbanding) terbukti

bahwa Termohon menyatakan memberi¥~n ., | menyetujui kepada

Hal 11 42 « he 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami dan
sekaligus itsbat per ika “n dengan seorang perempuan bernama Ico, S.Pd
yang telah dil~'.gc 'ngrk~ . pernikahannya pada tanggal 5 Mei 2006
dengan alas. 7" L hwa sejak tahun 2003 sampai 2006 Termohon/Terbandir ,
sering « “iv '".a pernah mengalami pendarahan sejak umur bayi “.. m
‘andu. ¥ 1 lebih kurang 5 bulan sehingga bayi gugur p ‘2 --at
L > sanahan dan pernah mengalami sakit lumpuh lebih kurar.. 2 ulan dan
se,ak itu fisik Termohon / Terbanding semakin turun ¢ 1 dak n.umpu lagi
melaksanakan kewajiban sebagai isteri lahir maupu: be. ™,

Menimbang, bahwa harus diakui bahw ~»e. ikahan Pemohon I/
Pembanding | dengan Pemohon I/ Pemban-'ing ' wersebut di atas telah
terjadi dan telah dilaksanakan dengan . 'ak mengindahkan Kketentuan
peraturan perundangan yang berlaku 1 c su ketentuan pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahin '9/. yang mengharuskan setiap
perkawinan dicatat menurt 2er c'ran perundang-undangan yang berlaku jo
pasal 4 dan 5 Undang-Unda: * Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur
tentang suami yan¢ aw 1 beristeri lebih dari seorang (poligami) dan
Peraturan Pemerir . Nu~™.r 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas
Peraturan Peme ‘nte.  Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Rac " " egawai Negeri Sipil pasal 4 ;

Mel mka 9, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendz at
bah = o.ch karena perkara a quo adalah perihal itsbat nikah rolig mi
yaitu sermohonan pernyataan sahnya perkawinan ¢ igan ~ yang
idah terjadi dimana perkawinan tersebut karena s.*u . 23n ain hal tidak
tercatat menurut peraturan perundang-undangar , g berlaku, maka
surat-surat bukti bertanda P.05, P.06, P.07 da F."C sebagaimana telah

dipertimbangkan
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di atas dapat dijadikan acua. dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah
perkaraa quo ;
Menim™>ang be’ .va atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi
ada penyelurn. "Ipun perkara dengan mengajukan perkara itsbat niki
tanpa  melibatkan isteri terd a1y,
padahal sebenarnya pernikahannya . “liy ..
L sist  lain, Hakim perlu memperhatikan nasib ana -a. X yang
dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak dicatatkan s7tu-satunya jalan
dengan menempuh itsbat nikah sebagai solusiny. rakim bebas
memberikan pertimbangan yang pada akhirnya o “i .akta-fakta dalam
persidangan mengabulkan perkara a quo. Rer) Jbungan dengan hal
tersebut, Majelis Hakim tingkat bandir * te "adap perkara isbat nikah
poligami Nomor 0663/ Pdt.G/2014/PA .B:. memberikan suatu  sistem
pertimbangan Hakim. Hakim < 'as. memutuskan perkara a quo
memperhatikan dengan uje tit, uengan pertimbangan sebagaimana
diuraikan di atas, yakni mem, ‘rtimbangkan berdasarkan pada keadilan dan
kemaslahatan dengan . *ap memperhatikan nilai-nilai  agama dan
peraturan perunds ~Y-u ar Jan yang berlaku dan berkaitan dengan
perkara ini. T-=n. dap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi
keluarga Per. ~hc.. I/Pembanding | dengan Pemohon Il/ Pembanding \
dan Te not »/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun sya. 't-
sye ‘av ~lige ai tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercartur da. m
Pasa 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 “Hi, dan
. asal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jc 2 -al 58 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan . >rn. ho./ Terbanding
tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, ‘... X<arena paksaan
suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah . “en. unyai dua orang anak

dan keduanya juga tidak ada halangan unt'k - akukan perkawinan baik

1al .3 acut hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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menurut hukum syar’i me Qun menurut peraturan-perundang-
undangan untuk ber olic mi, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan ;
Menimk "1g, ~ak 4 dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah
poligami a o Majelis Hakim tingkat banding tidak bermeksur
meng- .., "m..1gkan peraturan perundang-undangan yang mer ja. *
*kav. .n dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan ser .. 2-. .@
¢ .agai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi *aw -~ anak-
anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menuut hukum
syar’i
adalah sah ;
Menimbang, bahwa Majelis ''al ... t. gkat banding perlu
mengemukakan pendapat pakar hukum Islar va 7 cermaktub dalam Kitab
I’anatuth Tholibin juz 4 halaman 254 ary selanjutnya diambil alih

sebagai pendapatnya sendiri yang berk. 1yi .ebagai berikut :

58 s Mae 55 2SIm L Lo e B IS juantid ok ) ghad Lo
.1;‘5}3‘5 silan g a4l
Artinya : Dide' ' m ne.ua’wa telah menikah dengan seorang wanita
maka harus fap. menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnv.
sepertiw~., ‘ka. dan dua orang saksi yang adil;

/Aenimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat ba: ling pe w
men .mukakan pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas dika ~nakan
I rkara permohonan itsbat nikah a quo adalah perkara kc ~te tiosa, dimana
pada pemeriksaan tingkat pertama Hakim Tingkat Perarr = tic "k memeriksa
saksi-saksi, namun demikian hal ini tidak menjadi h~m. atan bagi Majelis
Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan menjc b .an putusan dengan

amar mengadili sendiri mengabulkan permohor 1 :mohon |/ Pembanding
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I dan Pemohon 1l/ Pembanc g Il karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh
Para Pemohon dala 1 p. kara permohonan itsbat nikah ini dianggap terbukti
dengan tidak a1 in, ~ ba~* «han oleh Termohon/ Terbanding ;
Menin ~ar_,, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam terseb’ .
di atas e, ion I/ Pembanding | dan Pemohon II/ Pembanding I' .« "o
“arus '~ a. menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratn®  sc i
I < .yeoutkan siapa yang menjadi wali nikahnya dan sia, 2 yang
mcnjadi saksi-saksi pernikahan tersebut, dan hal ini tele 1 dijei.skan dan
disebutkan oleh  Pemohon I/ Pembanding | dan Peir~he 11 Pembanding
Il dengan secara terperinci dalam surat permohonanny ;
Menimbang, bahwa terhadap perkara ne. Mol jnan ini Majelis Hakim
tingkat banding perlu juga mengetengahk: ~ ga ‘'ah fighiyah yang berbunyi
ok L._t \lq.ur.‘\;déc \L.'AJJ

Artinya : “Menarik/menda  ka lamaat dan  menolak/mencegah
kemadlaratan”;
Kaitannya dengan pe a« ? a yuo adalah bahwa kaidah tersebut harus
dimaknai dalam n..«@ Jdhkan suatu putusan Hakim wajib
mempertimbang “ai. bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat
memberiken  ~aciahat dan manfaat dan sekaligus menolak/mencegah
timbulny. ke ~adlaratan. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon
Pel be "~g 1 dan Pemohon Il/Pembanding Il maka akan memt ‘Ke.
mani at antara lain kejelasan dan kepastian status pernikaha. n. reka,
kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirksn ¢ i ~* nen.kahan
Pemohonl/Pembanding | dengan Pemohon Il/Pembana.. 1 1. seilingga anak-
anak tersebut dan hak-haknya akan terlindungi ( ‘"ue DNa.dah Qaidah Figih
karangan Drs. H. Asjmuni A. Rahman, Bulan Rir ng halaman 14 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Ter*-ng ' rlindungan Anak) ;

Hal 15 darn ~al .6 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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Menimbang, bahwa “erdasarkan beberapa pertimbangan di atas,
maka putusan Pen adi n Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM
tanggal 16 Juli <. v * rtepataan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H
tidak dapat « me: ihankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan denge .
meng~‘ ‘ sc .iri sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

v '~ n Hang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2° Mu. ~ -
L " .ang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Is, m , pasal 8
ayat (2), pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang N mc 23 1.unun 2006
tentang Administrasi Kependudukan dipandang pe-lu ntu.  memerintahkan
Pemohon I/ Pembanding | dan Pemohon Il /Pemba~dii. * h agar mencatatkan
perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pe. ~at .t Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan yang mewilc ‘ah) tempat dilangsungkannya
perkawinan Pemohon I/ Pembanding | - an 2emohon I/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa oleh >ogre. »~ perkara ini dalam bidang
perkawinan, maka berdase’ .an 2asa 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telak div ah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan pe ube. an kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 tente-3 + rac.an Agama, maka biaya perkara pada tingkat
pertama dibeba. “ar, kepada Pemohon | dan Pemohon Il, dan pada tingkat
banding =. =b...kan kepadaPemohon I|/Pembanding | dan Pemohon
Pe “ana. |l

Vengingat segala ketentuan peraturan perundan~-u: lang ~n

dan hukum syara’ yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

 Menyatakan permohonan banding ye g “4ukanPemohon |/

Pembanding | danPemohon II/ Pembandn * I' uapat diterima;

16

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



Membatalkan nutuse.  Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/
Pdt.G/2014/P. .BN *anggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal
18 Ram tha. 147. H;

Dengan Mengadili
Sendiri

.. wlengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohor. 't;

2. Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami)
antara Pemohon | : Drs. Mahmud, 3.+ .. HM. Said
dengan Pemohon Il : ICO, SPd bmn ‘i . ‘uhammad yang
dilangsungkan pada tanggal 5 Me. 200  bertempat di Desa

Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten £ Ma ;

3. Memerintahkan kepada F. not )n | dan Pemohon Il untuk
mencatatkan perkawinar *:rser 't pada Kantor Urusan Agama
(KUA) yang  ~wilayahi tempat dilaksanakannya

perkawinan ter- ebut ,

4. Membeb .. an  k pada Pemohon | dan Pemohon Il untuk
mem:. “va seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,-

(*9a atis lima puluh enam ribu rupiah) ;

“Menwe' .ankan kepada Pembanding I/Pemohon | dan Pembar-ing I/
Pemohon Il untuk membayar biaya banding seb.ar Rp
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawe 3ta. haua hari Rabu

tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan t. n¢ yo = z¢ Dzulhijjah

1435

H., oleh kami Drs. H. MISBACHUL MUM'R, " "1{.sebagai Hakim Ketua
Majelis, Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, 4 4um. dan Drs.SUBUKI, M.H.

Hal .7 adari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014
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masing masing sebagai t. kim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbu a u ik umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis,
dihadiri oleh H~".um-Hakim Anggota  Majelistersebut dan

dibantu oleh HAIRIYAH, S.H. sebagai panitera pengnant’
tanpa ~ "ao. ~ oleh kedua

~lah .~ K 'ang berperkara;

F " <IM ANGGOTA KETUA MAJELIS

TTD TTD

Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN,
M.Hum

HAKIM ANGGOTA
TTD

Drs.H. MISBACHUL I 'INIR, SH.

Drs. SUBUKI,
MH.
P/ .v. SR, PENGGANTI

(TD

H \IRIYAH, SH.
|

PerincianBiayaPerkare .

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses;. dn iainnya Rp.139.000,- Untuk Salinan Sesuai
Jumlah..... ... ' hboooogdl oool AN Rp.150.000’- Pengadilan Tinggi Agam:
\ 2ratus lima puluh ribu rupiah). Mataram
Panitera
H.AJAKIM K, = .. SH.MH.

18

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



UNTUK SALINAN SESUAI ASLI".y Priw™ D

1 Ail. TTAGAMA MATARAM PANITERA,

Hal 19darib 1 Pu No.
0093/Pdt.G/2L 4
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